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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul Analisis Hukum
Islam terhadap Pinjaman Online bagi Mitra Agent Borrower pada Aplikasi E-
Money di PT. Kioson Komersial Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab
permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik
pinjaman online bagi mitra agent borrower pada aplikasi £-Money di PT. Kioson
dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pinjaman onl/ine bagi mitra agent
borrower pada aplikasi £-Money di PT. Kioson.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deduktif
yang data penelitiannya dihimpun melalui observasi, wawancara serta
dokumentasi dengan pegawai PT Kioson dan beberapa mitra agent borrower.
Data yang berhasil dihimpun, dianalisis dengan metode analisis deskriptif
menggunakan sudut pandang ketentuan Qard menurut hukum Islam dalam Fatwa
DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan kaidah Maslahah Mursalah.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: Pertama,pinjaman on/ine bagi mitra
agent borrower ini merupakan pinjaman berupa saldo melalui aplikasi e-money
sejumlah Rp. 990.000. Besaran tersebut telah dipotong biaya administrasi sebesar
Rp. 10.000. Setelah jangka waktu 14 hari, maka verified agent borrower wajib
mengembalikannya melalui jasa Bank Sinarmas yang telah bekerjasama dengan
PT Kioson sejumlah Rp. 1.000.000 secara langsung. Bagi mitra agent borrower
yangmelewati tempo pembayaran, akan dikenakandenda 0,1% dari
pinjaman/harinya. Kedua, praktik pinjaman on/ine ini sebenarnya telah
memenuhi rukun dan syarat Qarxxxxxxxxd yang meliputi syarat aqgid, ma’qud
‘alaih dan sighat secara umum, serta telah sesuai dengan pedoman dalam Fatwa
No. 117/DSN-MUI/IX/2018 sehingga praktik pinjaman ini diperbolehkan
menurut hukum Islam. Hanya saja, dalam praktiknya terdapat denda yang belum
mempertimbangkan aspek kesusahan dan keringanan mugtarid. Praktik sistem
denda dipukul rata antara satu mugtarid dengan mugqtarid lainnya padahal pada
praktiknya terdapat mugqtaridyang tidak dapat membayar pinjaman bukan karena
tidak mau tetapi karena tidak mampu. Selain itu peruntukan denda juga
mengandung unsur gharar, peruntukan denda bukan untuk kebutuhan dana sosial
sesuai dengan yang disyariatkan hukum Islam, melainkan masuk pada keuangan
perusahaan yang tidak jelas peruntukannya. Hal ini dapat dianggap bahwa
perusahaan mendapatkan keuntungan atas keterlambatan pembayaran tersebut,
sehingga membuat penerapan sanksi denda ini tidak sesuai dengan hukum Islam

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya peminjam agar lebih teliti
dan bertanggung jawab dalam melakukan pinjaman agar tidak memberatkan
pengembaliannya di kemudian hari serta kepada PT Kioson agar melakukan
kajian ulang terhadap praktik penerapan denda agar sesuai dengan hukum Islam.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah Swt. dengan
bentuk yang paling baik diantara ciptaanNysa yang lain. Manusia
diciptakan oleh Allah Swt. berbeda dengan makhluk lainnya, yakni
dengan diberikan kelebihan untuk dapat berfikir sehingga dapat
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Sejalan
dengan hal tersebut, semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber
pemasukan merupakan milik Allah Swt. Allah mengatur semuanya sesuai
dengan apa-apa yang dikendakiNya. Manusia dapat berbuat dan berkuasa
terhadap sumber-sumber kekayaan tersebut hanya dalam batas keinginan
dan iradah-Nya semata.'

Manusia diciptakan Allah Swt. sebagaimahkum ‘alaih atau subjek
(pelaku hukum), manusia dituntut untuk berbuat sesuai dengan yang telah
ditentukan dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan
tuntutan Allah dalam nash. Dalam kajian ushul Figh, mahkum alaih
disebut juga dengan al-mukallaf; yakni seseorang yang diwajibkan untuk
bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya

berdasarkan hukum Allah Swt. >

"Rozalinda, FEkonomi Islam  (Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 2015), 16.
*Ahmad Fathan Aniq, Filsafat Hukum Bisnis Islam (Surabaya: UIN Sunan AmpelPress, 2014),
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Selain itu, tujuan Allah Swt. menciptakan manusia juga adalah
sebagai makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan satu sama lain.
Tak ada seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa
adanya bantuan orang lain. Dan untuk dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya tersebut, manusia salingbekerjasama dengan jalan
bermuamalah.

Muamalah dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang
mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, dan antara
manusia dan alam sekitarnya tanpa melihat agama atau asal
kehidupannya. Aturan dalam agama yang mengatur hubungan antara
manusia satu dengan manusia lain contohnya dapat kita temukan dalam
hukum Islam mengenai perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah,
jasa, jual beli, hutang piutang, perburuhan, serta kerjasama. Aturan dalam
agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya
dapat dijumpai seperti adanya larangan dalam mengganggu, merusak,
membunuh hewan, tumbuhan atau yang sejenisnya tanpa adanya sebab
alasan yang dibenarkan oleh agama.’ Tujuan dari semua itu adalah demi
terbentuknya hubungan yang harmonis (serasi) dan damai antarsesama
manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Dengan demikian diharapkan
akan tercipta ketenangan dan ketentraman.

Allah Swt., berfirman dalam surat al-Maidah (5) ayat 2:

*Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam “Figh Muamalah” (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Surabaya Press. 2014), 6.



Sl s Al
Artinya : ...“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan
ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya". (QS. al-Maidah : 2).*

Dalam ayat tersebut,Allah telah dengan jelas menyeru manusia
untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan siapapun sesuai dengan
aturan yang ditentukan agama sehingga akan terbentuk sistem sosial yang
sehat dan berkeadilan.’Bentuk kerjasama yang dilakukan bisaberbentuk
kegiatan sosial seperti gotong royong dalam pembangunan, bakti sosial,
kampanye lingkungan sehat,maupun juga kegiatanyangbersifat saling
mendatangkan keuntunganseperti kerjasama dalam usaha, penawaranjasa,
jual beli dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas, telah kita ketahui bersama bahwa
muamalah mempunyai ruang lingkup yang luas, dimana meliputi segala
unsur baik dalam bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan, bahkan
sosial budaya.Semisal dalam bidang ekonomi, salah satu kegiatan
bermuamalah yang sering sekali kita jumpai dan lakukan adalah kegiatan
pinjam meminjam atau gard. Akad Qardialah akad pinjaman barang
bernilai atau uang dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa
penerima pinjaman wajib mengembalikan barang bernilai atau uang yang

diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang telah

*Kementrian Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an Terjemah (Bogor: Pustaka al-Mubin),106.
M. Quraish Shihab, 7afsir al-Misbah volume 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 12.



disepakati.® Akad Qardmerupakan salah satu bentuk dari akad tabarru’
(kebaikan) dimana tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atas
transaksinya.

Pada dasarnya hukum asal dari akad gard adalah sunnah, karena
dapat membantu meringankan kesulitan yang dialami orang lain. Hukum
memberi hutang dapat menjadi wajib apabila orang yang berhutang dalam
keadaan yang sangat membutuhkan dan dapat membahayakan
kelangsungan hidupnya apabila tidak diberi hutang. Hukumnya juga bisa
menjadi haramjika orang yang diberi hutang akan menggunakan pinjaman
tersebut untuk hal kemaksiatan, seperti judi, mabuk-mabukan dan
kegiatan lain yang dilarang agama. Hukum hutang piutang juga bisa
berubah menjadi makruh apabila barang bernilai atau uang yang
dihutangkan tersebut akan digunakan untuk suatu hal yang dimakruhkan
agama. Serta bisa menjadi boleh apabila telah terpenuhinya syarat dan
rukun dalam hutang piutang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.’

Hanya saja, dewasa ini, akibat mulai berkembangnya media
peminjaman yang juga semakin memudahkan seseorang mendapatkan
pinjaman, membuat seseorang menjadi semakin mudah terbelit hutang
tak berujung apabila dalam prosesnya kurang berhati-hati dalam mencari
pinjaman yang baik.Bila pada zaman dulu kita hanya mengenal bank,
lembaga pembiayaan (multifinance) serta koperasi simpan pinjam, maka

di era modern yang serba internet sekarang ini, kita mulai dikenalkan dan

SFatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2018.
"Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 336-338.



ditawarkan pinjaman secara online yang sangat menggiurkan.Pinjaman
secara onlineini dirasa akan sangat mempermudah masyarakat dalam
mendapatkan pinjaman. Pinjaman ini dapat diakses secara mudah
dimanapun dan kapanpun. Hal ini benar-benar akan menguntungkan
perorangan atau agent yang mebutuhkan pinjaman baik berupa dana
maupun saldo secara cepat hanya dengan menggunakan KTP, sehingga
mereka saat ini tidak perlu sulit-sulit pergi ke lembaga pembiayaan.

Salah satu penyedia jasa pinjaman on/ine yang kini mulai banyak
dicari ialah aplikasi e-moneymilik PT KiosonKomersial Indonesia.PT
Kioson Komersial Indonesia sendiri merupakan perusahaan rintisan
teknologi yang didirikan pada Juni 2015 oleh para ahli di bidang e-
commerce, telekomunikasi keuangan dan merchandising. Perusahaan ini
menjalankan usaha dalam bidang perdagangan online atau e-commerce
dan teknologi.® E-money adalah satu aplikasi yang diluncurkan Kioson
untuk memudahkan para mitra yang telah bergabung untuk melakukan
tarnsaksi berupa pembayaran PPOB, PDAM, BPIJS, pembelian pulsa
reguler, pulsa listrik maupun transaksi keuangan on/ine lainnya. Terdapat
3 macam mitra yang ditawarkan yakni, verified user(pengguna pribadi),
verified agent (pengguna toko/konter kecil) dan verified agent borrower
(pengguna toko/konter besar atau agent borrower). Dan dalam penelitian
ini akan difokuskan pada pinjaman yang dilakukan oleh verified agent

borrower. Hal ini dikarenakan, dari ketiga macam mitra PT Kioson yang

'PT. Kioson Komersial Indonesia, “Tentang Kioson” dalam http://www.kioson.com/
ruanginvestor/tentangkioson, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.



telah dijabarkan sebelumnya, hanya verified agent borroweryang dapat
mengajukan program pinjaman (gard) online yang ditawarkan oleh PT.
Kioson. Verified agent borrower dianggap yang paling mampu dan
memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman secara materiil. Selain itu
tujuan dari pemeberian pinjaman tersebut yang utama adalah untuk
mengembangkan usaha bukan untuk kepentingan pribadi/perorangan
sehingga mitra perorangan tidak mendapatkan fasilitas peminjaman
tersebut.

Verified agent borrowerdiberikan fasilitas oleh PT Kioson yang
telah bekerjasama dengan perbankan berupa pinjaman saldo senilai Rp.
1.000.000 dengan jangka waktu 14 hari. Setelah disetujui maka Kioson
akan mengirim saldo melalui e-money dengan sejumlah Rp. 990.000
kepada verified agent borrower. Setelah jangka waktu 14 hari,maka
veritied agent borrower wajib mengembalikan pinjaman tersebut melalui
jasa perbankan yang telah bekerjasama dengan PT Kioson dengan jumlah
Rp. 1.000.000.Setelah pembayaran dilaksanakan, maka verified agent
borrower dapat melakukan pinjaman ulang dengan cara yang sama. Dalam
praktik tersebut erdapat selisih antara uvang berupa saldo yang diterima
dengan jumlah yang harus dibayarkan.

Seperti dijelaskan di awal bahwa akad pinjam meminjam atau
biasa diistilahkan dengan gardmerupakan akad tabarru’ yang tidak
diperkenankan mencari keuntungan di dalamnya. Keuntungan tersebut

dikhawatirkan akan menjadi riba serta menyulitkan bagi yang



meminjam.Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji

masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi

dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Online Bagi

Mitra Agent Borrowerpada Aplikasi E-Money di PT. Kioson Komersial

Indonesia”.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.

2.

Macam-macam akad/transaksi dalam hukum Islam

Sebab-sebab yang menjadi halal dan haram sebuahakad

Akad garddalam hukum Islam

Praktikgardyang diharamkan dalam hukum Islam

Praktik pinjaman online bagi mitra agent borrower pada aplikasi e-
money di PT. Kioson Komersial Indonesia

Praktikpinjaman online bagi mitra agent borrower pada aplikasi e-
money di PT. Kioson Komersial Indonesiamenurut hukum
Islam(dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No. 117/DSN-MUI/IX/2018)

Dari beberapa identifikasi masalah yang telah dipaparkan tersebut,

batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini

dirasa perlu untuk dijelaskan agar pembahasan terfokus dan terarah.

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

l.

Praktik pinjaman on/ine bagi mitra agent borrower pada aplikasi e-

money di PT. Kioson Komersial Indonesia



2. Praktik pinjaman online bagi mitra agent borrower pada aplikasi e-

money di PT. Kioson Komersial Indonesia menurut hukum Islam



C. Rumusan Masalah
Dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
didapat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pinjaman on/ine bagi mitra agent borrower pada aplikasi
e-money di PT. Kioson Komersial Indonesia?
2. Bagaimana analisishukum Islam terhadap pinjaman on/ine bagi mitra
agent borrower pada aplikasi e-money di PT. Kioson Komersial

Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas terhadap sebuah
kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan pada seputar
permasalahan yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa penelitian
yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengurangan atau duplikasi dari
kajian atau penelitian yang telah ada sebelumnya’

Dari penelusuran awal sampai dengan saat ini belum ditemukan
penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana
permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.Sedangkan
tulisan yang membahas mengenaiakad gardada beberapa yang telah
mengkaji, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh “Dewi Puji Astuti”dengan judul “Tinjauan

hukum Islam terhadapKasilan (Utang-Piutang Uang di Desa

’Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya:
Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8.
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Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal”. Skripsi tersebut
menyatakan bahwa (1) jika memperhatikan praktek utang piutang
uang di Desa JembayatKec. Margasari Kab. Tegal, dapat
menimbulkan dampak negatif. Dengan kata lain, bunga yang
demikian tinggi menimbulkan dampak bagi petani dan masyarakat
Desa Jembayat. (2)Ditinjau dari hukum Islam, praktik pembungaan
uang pada transaksi utangpiutanguang di DesaJembayatKec.
MargasariKab. Tegal saat ini telah memenuhi kriteria riba yang
terjadi pada zaman Rasulullah SAW yakni ribanasi’ah.'’ Persamaan
dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama membaas
mengenai hutang piutang, sedangkan perbedaannya ialah objek yang
diteliti dan tempat penelitian, penulis mengambil penelitian pada
mitra agent borrower PT. Kioson sedangkan peneliti pada skripsi
tersebut pada warga Desa Jembayat Kecamatan Margasari
Kabupaten Tegal.

2. Skripsi yang ditulis oleh “Zainab Zalfa Assegaf” dengan judul
“Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui
Media Onling(Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”. Penelitian ini
memiliki kesimpulan bahwa pertama, praktik hutang piutang yang
ada pada Aplikasi Pinjam Yuk memiliki limit pinjaman sebesar Rp

200.000,- s/d Rp 2.000.000,-. Praktik hutang piutang yang menjadi

"Dewi Puji Astuti, “Tinjauan hukum Islam terhadap Kasilan (Utang-Piutang Uang di Desa
Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal”(Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, 2018).
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permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat tambahan
dalamhutang pokok serta adanya denda keterlambatan apabila
melewati jatuh tempo. Kedua, berdasarkan penelitian tersebut,
praktik hutang piutang di Aplikasi Pinjam Yuk tersebut tidak sesuai
dengan hukum Islam karena terdapat unsur riba dalam
pengembalianpinjamannya. Riba merupakan penambahan dari
hutang pokok. Selanjutnya adanya denda jika terlambat dalam
pelunasan atau melewati jatuh tempo termasuk dalam Riba
Jahiliyah."" Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti
ialah sama-sama membahas mengenai hutang piutang, sedangkan
perbedaannya ialah objek yang diteliti dan tempat penelitian, penulis
mengambil penelitian pada mitra agent borrower dalam aplikasi e
money milik PT. Kioson sedangkan peneliti pada skripsi tersebut
pada aplikasi pinjaman on/inePinjam Y uk.

3. Skripsi yang ditulis oleh “Zakiyah Aisyah” dengan judul “Analisis
hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Onl/ine Menurut
Pandangan Ahmad Zahro”.Dari hasil penelitian menunjukan
bahwapertama, mekanisme kredit onlinesecara umum menurut
Ahmad Zahro telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam hukum
syari. Akan tetapi apabila terdapat salah satu proses atau cara

transaksi pinjam meminjam atau utang piutang yang tidak sesuai

"1Zainab Zalfa Assegaf, “Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media
Online(Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”(Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2019).
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dengan syara’, maka transaksi tersebut akan berubah hukumnya
menjadi haram. Kedua, menurut Ahmad Zahro, kredit
onlinediperbolehkan asal tidak merugikan para pihak yang berakad
atau pihak lainnya yang berkaitan. Jika dalam transaksinya terjadi
kecurangan, maka hukum yang semula diperbolehkan berubah
menjadi haram. Rentenir onl/ine yang memeras harta nasabahnya
dengan cara-cara yang dzalim dan sangat merugikan pihak yang
meminjam tidaklah diperbolehkanmenurut Islam.'> Persamaan
dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama
membahas mengenai permasalahan hutang piutang, sedangkan
perbedaannya, dalam skripsi tersebut terfokus pada sistem kredit
berupa barang yang terdapat tambahan denda dalam pembayarannya
apabila terjadi keterlambatan, sedangkan dalam penelitian ini objek
merupakan pinjaman uang berupa saldo secara online yang telah

dipotong nominalnya sebelum diberikan kepada peminjam.

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui mekanisme pinjaman online bagi mitra agent

borrower pada aplikasi e-money di PT. Kioson Komersial Indonesia

"2Zakiyah Aisyah, “Analisis hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Onf/ine Menurut
Pandangan Ahmad Zahro” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
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2. Untuk memberikan analisis hukum Islamterhadappraktik pinjaman
online bagi mitra agent borrower pada aplikasi e-money di PT. Kioson
Komersial Indonesia

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dalam penulisan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat
memberi nilai tambah pada dunia penelitian yang sejenis sehingga
bermanfaat bagi parapembacanya, terlebih bagi penulis sendiri sebagai
bahan pengembangan kemampuan penelitian. Adapun harapanyang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
a. Menambah pengetahuan mengenai hukum Islam, khususnya

mengenai praktikakad Qard yang dibenarkan syariat, sehingga
diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan
pemikiran bagi pengembangan pemahaman hukum Islam
(khususnya muamalah) oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum, terkhusus mahasiswa program studi Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah) di masa yang akan datang.

b. Agar digunakan sebagai bahan bacaan, referensi serta rujukan
bagi pengembangan penelitian yang mengambil tema
permasalahan serupa di masa selanjutnya.

2. Secara Praktis, sebagai masukan bagi masyarakat untuk lebih
memperhatikan klausul-klausul akad yang disepakati agar sesuai

dengan hukum yang telah ditetapkan.
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G. Definisi Operasional

Dari judul yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka perlunya

penulis mendefinisikan judul tersebut agar mudah dipahami secara jelas

sehingga tidak terjadi kesalah pahaman didalam memahami judul ini,

definisi operasional dari judul di atas ialah sebagai berikut:

1.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang diambil dari wahyu
Allah dan sunah Rasulullah serta pandangan ulama yang berkaitan
dengan utang piutang (gard). Dalam hal ini akan dikaji berdasarkan
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.
117/DSN-MUI/IX/2018, dimana merupakan Fatwa yang dikeluarkan
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berisi
penjelasan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi
informasi berdasarkan prinsip syariah.

Pinjaman onlinemerupakan pinjaman yang diberikan kepada mitra
Kioson yang telah memiliki akun "verified agent borrower”. Pinjaman
tersebut berupa saldo yang dikirim secara onl/inedengan jumlah
tertentudimana jangka waktu dan sistem pengembaliannya sesuai
dengan peraturan perusahaan.

Agent borrowermerupakan salah satu bentuk kemitraan Kioson
dimana yang menjadi agent borrower adalah mereka yang
mendaftarkan diri sebagai mitra dengan persyaratan memiliki usaha

toko atau konter besar.
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4. Aplikasi e-money atau uang elektronik merupakan alat pembayaran
dalam bentuk elektronik dimana nilai vangnya disimpan dalam media
elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih
dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum
menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan,
nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan
berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi
kembali (top-up).

5. PT. Kioson Komersial Indonesiamerupakan perusahaan rintisan
teknologi yang didirikan pada Juni 2015 oleh para ahli di bidang e-
commerce, telekomunikasi keuangan dan merchandising Perusahaan
ini menjalankan usaha dalam bidang perdagangan onl/ine atau e-

. 14
commerce dan teknologi.

H. Metode Penelitian
Metode adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan
dan kegunaan tertentu. Penelitian berarti sarana yang dipergunakan oleh
manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu
pengetahuan.'® Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan
(field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan

merupakan salah satu bentuk metodelogi penelitian yang mengharuskan

PBank Indonesia, “Uang Elektronik” dalam https:/www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-
konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx, diakses pada tanggal
26 Februari 2020.

“PT. Kioson Komersial Indonesia, “Tentang Kioson” dalam http:/www.kioson.com/
ruanginvestor/tentangkioson, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

SSoerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2010), 3.


https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx
https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx
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peneliti terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat
setempat. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman tentang
situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya. Jadi, lingkungan,
pengalaman dan keadaan faktual adalah titik berangkat penelitian
tersebut bukannya asumsi, praduga atau konsep peneliti.'® Selanjutnya
untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian
langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

a. Data primer

1) Data yang berkaitan dengan narasumber (pegawai administrasi
PT. Kioson Komersial Indonesia dan beberapa verifiedagent
borrower)

2) Data tentang syarat dan ketentuan pinjaman on/ine bagi mitra
agent borrower pada aplikasi e-money di PT. Kioson
Komersial Indonesia

3) Data tentang mekanisme pinjaman on/ine bagi mitra agent
borrower pada aplikasi e-money di PT. Kioson Komersial
Indonesia

4) Data tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait
pembiayaan secara elektronik dan pinjam meminjam (gard)

2. Sumber Data

a. Sumber primer

16]. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta:PT. Grasindo, 2013), 10.
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Sumber primer merupakan data yang diperoleh secara
langsung dari subjek penelitian yang berhubungan erat dengan
permasalahan yang sedang diteliti dengan memanfaatkan alat
pengukuran atau alat pengambilan data kepada subjek.'” Sumber
data didapat melalui orang-orang yang memberikan keterangan
terhadap sesuatu yang berkenaan dengan akad pembiayaan berupa
pinjaman online pada aplikasi e-money di PT. Kioson Komersial
Indonesia yang telah berlangsung, diantaranya:

1) Pegawai PT. Kioson Komersial Indonesia yang berhubungan
langsung dengan proses pembiayaan tersebut, dalam hal ini
adalah Bu Ima selaku salah satu pegawai administrasi PT.
Kioson

2) Beberapa agent borrower

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari
dokumen resmi, buku literatur yang berhubungan erat dengan
objek penelitian, hasil-hasil penelitian yang tertuang dalam bentuk
laporan, skripsi, tesis, juga disertasi.'® Data tersebut meliputi:

1) Figh MuamalahkaryaHendi Suhendi,

2) Figh Muamalahkarya Rachmat Syafe’i

3) Figh Sunnahkarya Sayyid Sabiq,

4) al-Figh al-Islami wa Adillatuhukarya Wahbah Az-Zuhaili

"Saifuddin  Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.
8Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar  Grafika, 2003), 106.
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5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menjalankan penelitian ini, digunakan beberapa teknik

untuk melakukan pengumpulan data, antara lain adalah sebagai
berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan tertentu yang telah disusun pada para
responden.” Antara lain denganpegawai PT. Kioson Komersial
Indonesia yang berhubungan langsung dengan proses pembiayaan
tersebut, dalam hal ini adalah Bu Ima selaku salah satu pegawai
administrasi PT. Kioson, serta beberapa agent borrower yang
melakukan pembiayaan berupa pinjaman pada aplikasi e-money di
PT. Kioson Komersial Indonesia. Jenis wawancara yang
digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yakni dengan cara
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat fleksibel tetapi
tidak menyimpang dari tujuan diadakannya wawancara yang

ditetapkan untuk mendapatkan data.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan yang dilakukan secara sengaja

dan terstruktur mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala

"P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta,

2004), 39.
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psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.*’Kegiatan ini
dilakukan melalui pengamatan dan pendengaran secara langsung
atau juga dapat dilakukan dengan tes, pembuatan kuisoner,
rekaman gambar serta rekaman audio. Kegiatan observasi ini
dilakukan di PT. Kioson Komersial Indonesia yang berlokasi di
Jalan Mulyosari Surabaya dan beberapa Verified Agent Borrower
PT Kioson yang ada di Sidoarjo pada bulan Februari 2020-Juli
2020.
c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakanpengumpulan data kepustakaan
yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku literatur,
dokumen resmi, publikasi ilmiah, serta-serta hasil penelitian
terdahulu.”'Data akan dikumpulkan dari dokumen atau catatan
penelitian terdahulu yang serupa, dokumentasi praktik
pembiayaan, pengembalian, sistem pada aplikasiserta hal lain
yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data
a. Editing
Merupakan kegiatan memeriksa atau meneliti data

yangterkumpul.*> Dalam hal ini data yang akan diproses dalam

20714
Ibid, 63.
*'Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,2003), 107.
2Jusuf Soewadji, Pengatar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 160.
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tahapaneditingadalah data hasil wawancara yang telah dilakukan
penulis terhadap pegawai PT. Kioson Komersial Indonesia yang
berhubungan langsung dengan proses pembiayaan tersebut serta
beberapa agent borrower yang melakukan pembiayaan berupa
pinjaman pada aplikasi e-money di PT. Kioson Komersial
Indonesia.
Organizing

Kegiatan menyusun data-data hasil editing sedemikian
rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah
dipahami.” Penyusunan data hasil dari wawancara yang telah
dilakukan penulis kepada pegawai PT. Kioson Komersial
Indonesia yang berhubungan langsung dengan proses pembiayaan
tersebut serta beberapa agent borrower yang melakukan
pembiayaan berupa pinjaman pada aplikasi e-money di PT.
Kioson Komersial Indonesia baik melalaui wawancara secara
langsung maupun wawancara elektronik (whatsapp/aplikasi chat
marketplace) dengan nrasumber tersebut di atas.
Analizing

Mengadakan penggalian terhadap data-data yang
telahdisusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data

tersebut agar dapat ditarik kesimpulan.** Analizing dilakukan

PAndi Prastowo, Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

2 Abuzar

Asra,

Metode  Penlitian ~ Survei (Bogor: In Media, 2014), 171
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untuk mengetahui kesesuaian hukum antara data yang di dapat

dari narasumber tentang permasalahan ( praktik pinjaman on/ine

bagi mitra agent borrower pada aplikasi e-money di PT. Kioson

Komersial Indonesia) yang terjadidengan hukum Islam dalam

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.

117/DSN-MUI/IX/2018.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik dari lapangan ataupun
kepustakaan akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis,
yaknisebuah metode analisis yang memaparkan dan menggambarkan
praktik pinjaman online bagi mitra agent borrower pada aplikasi e-
money di PT. Kioson Komersial Indonesia yang kemudian dikaitkan
dengan hukum Islam dalam fatwa MUI.

Kemudian, pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah
pola pikir deduktif yang berangkat dari dalil atau pernyataan umum

lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi
ini serta memudahkan para pembaca dalam menelaah dan memahami isi
dari penelitian, dibuatlah sebuah sistematika pembahasan yang akan
disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
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kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini
menggambarkan karangka pemikiran penyusun dalam melakukan
penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, berisi tentang pengertianpinjam meminjam dalam
Islam, dasar hukumpembiayaan berupa pinjaman, rukunsyaratnya,
macam-macamnya, hal-hal yang membuat pembiayaan berupa pinjaman
menjadi 7asid, penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2018, serta kaidah mas/ahah mursalah.

Bab ketiga, merupakan penyajian data yang berisi tentang
bagaimana gambaran umumpraktik pinjaman online bagi mitra agent
borrower pada aplikasi e-money di PT. Kioson Komersial Indonesia.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu
berisi tentang analisis hukum IslamdalamFatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2007terhadap praktik
pinjaman online bagi mitra agent borrower pada aplikasi e-money di PT.
Kioson Komersial Indonesia.

Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi tentang hasil
penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran

yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.



BABII

PINJAMAN ONLINE DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH

NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA No. 117/DSN-MUI/IX/2018

A. Pinjam Meminjam (Qard) dalam Hukum Islam

1.

Pengertian Qard

Secara etimologi, gardialahal-gath’u yang artinya memotong atau
menggunting.' Disebut sebagaial-gath’u karena harta yang diberikan
kepada orang yang berhutang tersebut merupakan potongan dari harta
orang yang memberikan hutang.’Sedangkan secara
terminologi,garddapat diartikan memberikan sebagian harta kepada
seseorang yang membutuhkannya dan dapat diminta kembali dengan
jumlah yang sama dengan yang diberikan diawal, atau meminjamkan
uang tanpa adanya pengharapan imbalan sepeserpun.3Yang perlu digaris
bawahi ialah, transaksi Qard atau pinjam meminjam ini murni tanpa
adanya tambahan sedikitpun atas apa yang dipinjamkan, tanpa adanya
bunga yang ditambahkan dalam pengembalian. Yang dikembalikan
hanyalah uang pokok yang telah dipinjam pada waktu yang telah
disepakati di masa yang akan da‘[ang.4 Qard merupakan akad tabarru’ atau
akad yang sifatnya tolong menolong sehingga bukan merupakan

transaksi yang dapat dikomersialkan.’

'"Mahmud Yunus, Kamus bahasa Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, t. th), 337.

?Ahmad Wardi Muslih, Figh Muamalah (Jakarta: AMZAH, 2010), 273-274.

*Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema

Insani, 2001), 131.

*Ascaya, Akad & Produk Bank Syari’ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
*Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),

131.
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Dalam fatwa DSN MUI, garddiartikan sebagai akad pinjaman
kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan
dana yangditerimanaya kepada Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada
waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.®

Secara naluriah akadgardmenjadi pertolongan dan bentuk kasih
sayang antar manusia bagi mereka yang membutuhkan untuk diberi
pinjaman, bukan merupakanjalan mencari keuntungan untuk yang
meminjamkan harta karena didalamnya haruslah tidak terdapat imbalan
atau kelebihan pengembalian. Didalamnya mengandung nilai
kemanusiaan dan bentuk rasa sosial untuk membantu kebutuhan atau
hajat peminjam. Adanya pengambilan keuntungan oleh yang
meminjamkan (mugtarid) harta dapat membatalkan akadgard. Sesuai
dengan ketentuan syar’i yang menjelaskan bahwa setiap transaksi pinjam
meminjam yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang
dilakukan di dalamnya oleh yang memberikan pinjaman adalah haram
karena merupakan bentuk riba.

Perjanjian gardmerupakan perjanjian dalam bentuk pinjaman.
Dalam perjanjian pinjaman, pemberi pinjaman (muqtarid) memberikan
pinjaman harta kepada peminjam dengan ketentuan penerima pinjaman

akan mengembalikan pinjaman harta tersebut pada waktu yang telah

SAtang Abdul Hakim, Figh dalam Perbankan Syariah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 267.
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disepakati bersama dan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu

diberikan.’

Selain pemaparan diatas, ulama figih juga mengemukakan
pendapatnya mengenai makna dari gard. Adapun pemaparannya adalah
sebagai berikut:

a. Ulama  Malikiyah  berpendapat = bahwa  gardartinya ialah
menyerahkan sesuatu yang bernilai kepada orang lainuntuk
mendapatkan manfaatnya, dengan ketentuansesuatu yang diserahkan
tersebut tidak diperkenankan dipinjamkan lagi dengan jalan yang
tidak halal, serta barang itu harus diganti pada waktu akan datang
yang telah disepakati, dengan syarat pengembaliannya tidak berbeda
dengan yang diterima dulu.®

b. Menurut ulama hanafiyah, akadgard diartikan sebagai harta yang
diberikan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama
dikemudian hari. Qard menjadi sebuah transaksi yang dimaksudkan
untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang
lain untuk dikembalikan yang sepadan pula dengan itu.’

c. Menurut ulama Syafi’iyah, gard merupakan penyerahan sesuatu
untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan pada

waktu yang akan datang.'’

'Sultan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam & Kedudukannya dalam Tata Hukum
PerbankanIndonesia (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), 222.

¥ Abdurrahman al-Jaziri, Figh 4 Mazhab Jilid IV (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 286.

*Wahbah Zuhailiy, a/-Figh al- Islami wa Adillatuhu Juz V (Beirut: Darul Fikri, 2007), 115.

' Abdurrahman al-Jaziri, Figh 4 Mazhab Jilid IV (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 28.



25

d. Menurut ulama Hanabillah, gard merupakan penyerahan harta
kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan orang lain tersebut wajib
mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.''

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa,
gard ialah perjanjian antara pihak peminjam dan yang meminjamkan
harta yang dapat diminta kembali harta tersebut pada masa yang akan
datang sesuai kesepakatan tanpa mengharapkan imbalan.

2. Dasar Hukum Qard

Manfaatdisyariatkannya akadgard adalah untuk menaatiperintah
Allah sehingga kita sebagai sesama saudara muslim senantiasa saling
membantu dalam hal kebajikan dan ketakwaan agar terjalin ikatan-ikatan
ukhuwah yang kuat dengan jalanmemberikan bantuan kepada orang lain
yang membutuhkan atau mengalami kesulitan sehingga diharapkan dapat
meringankan beban yang dipikul olehl orang yang tengah dilanda
kesulitan tersebut.'

Asal hukumgardpada dasarnya adalah sunnah karena membantu
meringankan kesusahan yang dialami orang lainketika sedang
membutuhkan. Memberikan pinjaman hukumnya dapat menjadi wajib
jika orang yang akan berhutang tersebut dalam kondisi sangat
membutuhkan dan berpotensi membahayakan kelangsungan hidupnya
apabila tidak diberi pinjaman. Hukum gardjuga bisa menjadi haram

apabila sesorang yang diberi pinjaman akan menggunakan hasil pinjaman

"bid, 288-291.
">Mardani, Figh Ekonomi Syari’ah (Jakarta: Kencana Media Press, 2012), 336.
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tersebut untuk kegiatan maksiat, seperti berjudi, mabuk-mabukan dan hal

lain yang dilarang syara’. Dan hukum gardjuga bisa menjadi makruh jika

harta yang akan dipinjamkan tersebut akan digunakan untuk suatu hal

yang makruh. Serta dapat menjadi mubah dan berpahala apabila syarat

dan rukun akadnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dasar hukum gard terdapat dalam al-Qur’an, as-sunnah dan ijma’

sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

s o, $e g AFe0 83o T )ay
b 4 55 5

1) Surat al-Baqarah ayat 245

Sy (a7 5,0 Vol A0 Aol Uik Ui il (om0 6301 15
Yio Gaalially

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada
Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di
jalan  Allah), maka Allah akan melipat gandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang baik. Dan
Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."?

2) Surat al-Hadid ayat 11

1Y &R DT AT AT Aalad Ul Ui all 8 3113 0%

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada
Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-
gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan
memperoleh pahala yang banyak.'*

3) Surat al-Maidah ayat 2

i AP (R R B RS
T o331 e 153385 Y5 38005 O e 158503,
Y sl

PDepartemen Agama Republik Indonesia, Alguran & Terjemahnya (Jakarta: CV. Penerbit J-Art,

2004), 38.
“Ibid, 538.
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Artinya: ..Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong -
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

b. Al-Hadith

1) Hadist Riwayat Muslim
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Artinya: Abu Hurairah berkata, : Rasulullah SAW. telah
bersabda, Barang siapa melepaskan dari seoang muslim
satu kesusahan dari kesusahan -keseusahan dunia, niscaya
Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari
kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang
yang kesusahan niscaya Allah akan memberi kelonggaran
baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi
(aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di
dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-
Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya‘. (HR.
Muslim)'®

2) Hadist Riwayat Ibnu Majjah

i) ol e o el Al &) Jse) JBJB SV Ly il e
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15775
Ibid, 106.

'®Abu Husain ibnu al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi al-Nisaburi, Sahih Muslim Juz 11 (Beirut:

Dar al Fikri, t.th.), 128.
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Artinya:Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah
bersabda,” aku melihat pada waktu malam di-isra’kan,
pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat
dan gard delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril,
mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab,
karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan

yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena
keperluan. (HR. Ibnu Majjah)."”

c. Ijma’

Jumhur ulama telah sepakat berpendapat bahwa praktik
gard diperbolehkan menurut hukum Islam. Kesepakatan ini
didasari atas sifat alamiah manusia yang tidak bisa hidup sendiri
tanpa adanya bantuan dari orang lain. Tidak ada seorangpun yang
dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Sehingga
kegiatan pinjam-meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan
manusia yang tidak dapat terelakkan. Islam merupakan agama
yang bisa memperhatikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh
umatnya.18

3. Rukun dan Syarat Qard
Islam mengajarkan untuk saling tolongmenolong dalam hal
kebaikan kepada sesama agarterbentuk sikap toleransi dan persatuan.

Oleh sebab itu, pinjam meminjammenjadi sesuatu kegiatan yang

7 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qaznaini, Sunan Ibnu Majah, Juz 11 (Beirut: Dar al Fikri,
t.th.), 234.
"Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.
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diperbolehkan oleh agama. Seperti halnya dalam urusan jual beli,

terdapat perbedaan pendapat oleh para fuqaha mengenai rukun gard.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun dari gard adalah 7jab dan gabulsaja.

Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama, rukun gard adalah agid

(mugrid dan mugqtarid), ma’qud ‘alaih (uang atau barang), serta sighat

(fjab dan gabul). Perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang saling

bertentangan melainkan saling melengkapi.

Supaya akad gardyang dilakukan hukumnya sah, syarat dan rukun
yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut':

a. Mugqrid, yakni orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan
harta bendauntuk dipinjam. Seorang mugqridharuslahahliya’ tabarru’
dan mengerti hukum pinjam meminjam. Seorang
mugridwajibmemiliki kecakapan mengelola harta yang dimilikinya
sesuai dengan ketentuan syariah tanpa adanya suatu tekanan atau
paksaan. Jika ia memberikan pinjaman kepada seseorang, maka
haruslah berdasarkan kemauannya sendiri, tanpa adanyaintervensi
dari pihak ketiga yang ikut campur di dalamnya.

b. Mugqtarid, yakni seseorang yang meminjam suatu benda atau harta.
Muqtarid haruslahseseorang yang telah baligh, berakal sehat dan
tidak dalam keadaan mahjur (seseorang yang menurut hukum syar’i
tidak diperbolehkan mengatur sendiri hartanya karena adanya

beberapa sebab). Jika orang gila atau anak kecil melakukan

' Achmad Rahman Ghazaly, Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52.



30

pinjaman, maka hukumnya dianggap tidak sah karena tidak
memenuhi syarat.’

Ma’qud ‘alail’, yakni harta yang dipinjamkan berupa uang atau
barang bernilai yang menjadi obyek dalam sebuah akad. Jumhur
ulama sepakat membolehkan harta apapun untuk dijadikan sebagai
tanggungan, seperti uang, biji-bijian tanaman, harta mitsli seperti
hewan, serta barang-barang tidak bergerak seperti tanah dan
sebagainya. Harta yang dipinjamkan tersebut harus jelas ukurannya,
baik takaran, timbangan, bilangan, juga ukuran panjangnya agar
memudahkan pengembalian.

Sighat (ijab dan gabuly**, ijab menjadi permulaan penjelasan yang
keluar dari salahseorang yang berakad yang menjadi gambaran
kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan gabul merupakan
pernyataan yangkeluar pihak lain yang berakad pula, yang
menyatakan penerimaan dan persetujuan setelah ijabdiucapkan.
Sighat atau akad dapat dilakukan baik secara lisan, tulisan atau
dengan isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang
adanya kesepakatan penerimaanijab dan gabul. Sighat dinyatakan
melalui 7jab dan gabuldengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak

2) Antara jjab dan gabul harus ada kesesuaian maksud dan tujuan

1bid, 53-56.

2! Ahmad Wardi Muslih, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah Press, 2010), 278.
2 Ahmad Rahman Ghazaly, Figh ..., 54.
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3) Pernytaan jjab dan gabul harus sesuai dengan kehendak masing-
masing tanpa adanya paksaan dan tidak boleh ada yang
meragukan atau menafsirkan lain.”

Di era modern seperti sekarang ini bentuk 7jab dan gabulkangat
beragam dan seringkali tidak diucapkan secara langsung,ijab dan gabul
dilakukan dengan sikap mengambil barang dan memberikan uang oleh
pembeli, dan menerima uang serta menyerahkan barang oleh penjual
tanpa adanya ucapan apapun seperti pernyataan sighat pada zaman dulu,
atau juga melalui aplikasi on/ine dengan membaca semua ketentuan yang
ada dan mengklik tanda “proses” atau “oke” sebagai bentuk persetujuan.

Dalam kajianfigh hal ini disebut dengan al-mu’atah. Dan
menurut pendapat jumhur ulama, figh al-mu’atah hukumnya
dipebolehkan, apabila hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat di
sebuah negeri dan dimengerti maksudnya oleh kedua belah pihak. Dengan
alasan bahwa hal tersebut dianggap telah menunjukkan unsur kesepakatan
dan kerelaan dari antar pihak. Jumhur ulama meyakini bahwa diantara
unsur terpenting dalam sebuahakad adalah saling ridha dan suka sama
suka. Sehingga sikap mereka tersebut telah dianggap membuktikan
jikaijab dan gabulfitu telah mengandung unsur kerelaan antar pihak.**

Syarat umum yang harus dipenuhi dalam akadgard adalah

sebagai berikut:

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), 104.
*Nasrun Haroen, Figh Muamalat (Jakarta: Gaya Media Pratama Press, 2007), 117.
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a. Besarnya pinjaman yang diberikan harus diketahui dengan jelas
takaran, timbangan dan jumlahnya

b. Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan atau benda
yang tidak tetap

c. Pemberian pinjaman harus berasal dari orang yang layak dimintai
pinjaman. Apabila sebuah pinjaman berasal dari orang yang tidak
memiliki sesuatu yang tidak bisa dipinjamkan atau orang yang tidak
normal akalnya maka pinjaman tersebut dianggap tidak sah.*

4. Macam-Macam Qard
Akad gard dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: dilihat dari

segi subjeknya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari

segi waktu pengembaliannya.’®Dilihat dari subjeknya (pemberi

hutang)menurut ulama figh, gard dapat dibedakan atas:

a. Duyun Allah (hutang kepada Allah Swt), ialah kewajiban-kewajiban
yang wajibdibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada
orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.

b. Duyun al-‘ibad (hutang kepada sesama manusia), yaitu
hutangseseorang kepada orang laindengan menyertakan jaminan
tertentu, dimana orang yangmemberikan hutang tersebut
dapatmengambil haknya atas jaminan yang diberikan, jika orang

yang berutang tidak mampu membayarnya.

“Ismail Nawawi, Figh Mu’amalat (Surabaya: VIV Grafika Press, 2010), 110.
*Khoirul Faiq, “al-Qard”, dalam http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qard.html, diakses
24 Februari 2020.
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Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dapat

dibedakan menjadi®:

a. Duyun al-sihah, merupakan hutang piutang yang kebenarannya
dapatdibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis
kedua belah pihak, dan pengakuan yang jujur dari orang yang
berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam
keadaan sakit yang belum terlalu parah.

b. Duyun al-marad, merupakan hutang piutang yang hanya
didasarkanatas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia
sedang sakit parah yang beberapa saat kemudinan meninggal, atau
pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman
(hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

Dilihat dari segi waktu pelunasannya hutang piutang dapat dibedakan

atas27:

a. Duyun al-halah merupakan hutang yang sudah tiba ketentuan
waktupelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga
harus dibayarkan dengan segera.

b. Duyun al-Mujjalah merupakan hutang piutang yang masih belum
jatuh tempodan tidak harus dibayar dengan segera.

5. Berakhirnya Perjanjian Dalam Hutang Piutang

Hutang piutang dinyatakan telah berakhir atau selesai apabila

tempo waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah

bid.
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mampu melunasi hutangnya tersebut. Dalam keadaan jatuh tempo, maka
seseorang yang berhutang wajib menyegerakan melunasi hutangnya
tersebut. Hutang merupakan janji dimana merupakan sebuah kewajiban
yang harus segera diwujudkan jika telah berada dalam keadaan mampu
atau mencapai waktu yang disepakati, setiap yang menjadi janji akan
diminta pertanggung jawabannya baik di dunia ini maupun di akhirat
kelak oleh Allah. Dan terkaithutang piutang, terdapat hal-hal penting
yang harus dipahami sebagai berikut:
a. Pemberian perpanjangan tempopelunasan hutang
Jika keadaanmugqtarid atau orang yang berhutang tersebut sedang
berada didalam ketidakmampuan dan kesulitan dalam membayar
hutang, maka mugrid atau orang yang memberikan pinjaman
dianjurkan memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan
menunggu sampai pada orang yang memimjam harta tersebut
mampu mengembalikanhutangnya. Dalam QS. Al -Baqarah ayat

280, Allah memerintahkan sebagai berikut:
ARARIRA P P e I ORI S 5 S S LU
"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui." (Qs: Al-Baqarah : 280)%
Namun apabila orang yang berhutang tersebut mampu namun

sengaja mengulur pengembalian hutangnya, maka ia termasuk

berbuat dzalim kepada pemberi pinjaman. Sebagaimana Rasulullah

*Departemen Agama RI, Alguran dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2004), 71.
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saw telah bersabda: “mengulur-ulur waktu pembayaran utang bagi
yang mampu adalah kezhaliman.” Jadi dapat dipahami bahwa
penundaan pembayaran utang dianggap sebagai sebuah kezhaliman
apabila orang yang berhutang telah mampu membayarnya.”’
b. Sesuatu yang dikembalikan dalam hutang piutang

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, perjanjian
hutang piutang baru berlaku hukumnya dan mengikat para pihak
apabila barang atau uang yang dijadikan objek perjanjian telah
diterima oleh peminjam. Ketika seseorang meminjam barang atau
sejumlah uvang dan telah menerimanya, maka barang atau uang
tersebut secara otomatis berpindah kepemilikan menjadi miliknya,
sehingga ia diwajibkan untuk mengembalikan barang atau uang
tersebut dengan sejumlah yang sama.

c. Melebihkan jumlah pembayaran

Melebihkan jumlah pembayaran dari jumlah pinjaman yang
diterima, ketentuannya terbagi atas dua macam, yakni kelebihan
yang diperjanjikan baik di awal maupun diakhisr dan kelebihan yang
tidak diperjanjikan sama sekali. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, akad gardmerupakan jenis akad yang termasuk ke
dalam akad tabarr’ yang berpedoman padaunsur tolong-menolong
dalam kebaikan tanpa mengharap imbalan apapun. Dalam hal ini,

mugridmemiliki hak untuk meminta agar barang atau uang yang

# Abdul Rahman Ghazaly, et. al, Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Press, 2010), 253.
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dipinjam tersebut dikembalikan dengan segera saat waktu yang
diperjanjikan telah habis dengan tidak meminta kelebihan atas
pinjaman yang diberikan. Kelebihan atau tambahan yang diminta
tersebut dapat menjadi riba karena berpotensi mempersulit mugtarid
untuk melunasi hutangnya kepada mugrid. Sedangkan mengenai
pemberian kelebihan atas pinjaman tanpa diperjanjikan dan atas
kemauan mugqtarid sendiri, terjadi perbedaan pendapat ulama.

Ulama Hanafiyah berpendapat,peminjam atau
mugqtarid diperbolehkan memberikan hadiah kepada pemberi
pinjaman, namun jika diketahui bahwa peminjam memberi
hadiah /iajlil gard (karena sebab hutangnya), yang lebih utama
adalah bersikap wara® dengan tidak menerima hadiah tersebut.
Adapun jika diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan bukan
karena sebab hutangnya, semisal karena sedekah atau karena
adanya kekerabatan di antara keduanya, maka tidak perlu bersikap
wara ‘dan hendaknya diambil hadiah tersebut.

Sedangkan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa peminjam
tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjamang karena
berharap tempo pembayaran hutangnya ditunda. Pemberi
pinjamantidak diperbolehkan menerima hadiah dari peminjam jika
diketahui tujuannya adalah demikian. Jika hadiahnya sudah
diterima, maka wajib untuk mengembalikannya. Jika hadiahnya

sudah terpakai atau sudah habis maka wajib mengembalikan yang
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semisal nilainyadengan hadiah tersebut. Namun jika penghutang
dalam memberikan hadiah tidak berharap penundaan tempo
pembayaran, maka ia boleh memberi hadiah dan pemberi pinjaman
boleh menerima hadiah tersebut.

Kemudian, pendapat ulama Syafi’iyyah menurut hal ini adalah
peminjam boleh secara mutlak memberikan hadiah kepada pemberi
pinjaman tanpa adanya syarat.Sementara pendapat ulama
Hanabilah adalah peminjam tidak boleh memberikan hadiah
kepada pemberi pinjaman sebelum terjadi pelunasan, kecuali hadiah
tersebut dihitung sebagai cicilan atau pelunasan atas pinjaman.
Atau jika telah ada kebiasaan saling memberi hadiah antara
keduanya di masa-masa sebelumnya tanpa adanya paksaan, maka
diperbolehkan memberi hadiah ketika itu. Adapun jika hadiah

diberikan setelah pelunasan, maka diperbolehkan tanpa syarat. *

B. FatwaDewanSyariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-
MUVIX/2018
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip
Syariah amerupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan
prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi
pembiayaan dengan penerima pembiayaan dengan tujuan melakukan akad

pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan

**Yulian Purnama, “Hukum Hadiah Dari Penghutang Kepada Pemberi Hutang” dalam
https://muslim.or.id/29638-hukum-hadiah-dari-penghutang-kepada-pemberi-hutang.html,
diakses pada tanggal 31 Maret 2020.
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internet. Dimana sistem elektronik yang dimaksud tersebut ialah serangkaian
prosedur elektronik yang memiliki fungsi dalam mengumpulkan,
mempersiapkan,menampilkan,mengolah, menganalisis, memperbaiki,
menyimpan, mengirimkan sertamenyebarkan data berupa informasi
elektronik di bidang layanan jasa keuangan melalui sambungan internet.

Pemberi pembiayaan merupakan pihak yang memiliki dana dan
bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak lain yang
membutuhkan dana. Dan penerima pembiayaan merupakan pihak yang
menggunakan dana yang bersumber dari pemberi pembiayaan.

Dalam proses pembiayaan ini, akan melibatkan satu atau lebih akad
diantaranya, akad Jual Beli, Akad [jarah, Akad Musyarakah,Akad
Mudharabah, AkadQard, Akad Wakalah serta Akad Wakalah bi al-Ujrah.
Subyek hukum atau orang yang melakukan akaddalam transaksi
layananpembiayaan berbasis teknologi informasi internet ini diantaranya
adalah penyelenggara, pemberiserta penerima pembiayaan.

Saatmelakukan transaksilayanan pembiayaan berbasis teknologi
informasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah ini, para pihak yang berkaitan
wajib mematuhi pedoman umum, sebagai berikut:*'

1. Praktik penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi
informasi ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah,
diantaranya, terhindar dari unsur riba, maysir, gharar,dharar, zhulm, tadlis

dan hal-hal haram lainnya yang telah ditentukan syara’;

*'Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2018, 6-9.
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2. Esensi akad yang dibuat oleh penyelenggara wajib memenuhi syarat
keseimbangan, kewajaran dan keadilan sesuai dengan hukum syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan
Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang
selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al/-
bai’ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qard,

4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang
dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat
terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku

5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujraf/rusun) berdasarka prinsip
ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan
Berbasis Teknologi Informasi dan

6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media
elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan
kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak
melanjutkan transaksi.

Jenis layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip-
prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara adalah sebagai berikut:**
1. Pembiayaan anjak piutang (factoring); yaitu pembiayaan dalam bentuk

jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice),

?Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2018, 10-13.
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baik disertai atau tanpa disertai talangan (gard) yang diberikan kepada
pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor).

. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (Purchase Order);
yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah
memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari
pihak ketiga.

. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara
online (online seller); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku
usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan
perdagangan berbasis teknologi informasi (p/atform e-commerce / market
place) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;

. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara
online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway,
yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (se//er) yang aktif
berjualan secara online melalui saluran distribusi (channel distribution)
yang dikeiolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia
jasa otorisasi pembayaran secara online (Payment gateway) yang
bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.

. Pembiayaan untuk Pegawai (Employee), yaitu pembiayaan yang
diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif
dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.

. Pembiayaan berbasis komunitas (community based), yaitu pembiayaan

yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan
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pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui

koordinator/pengurus komunitas.

Mekanisme dan akad layanan pembiayaan komunitas berbasis teknologi

informasi sebagai berikut:

1.

Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam
komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha,
mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;

Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan
kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal
calon Penerima Pembiayaan,;

Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran
sebagaimana huruf c, dilakukan akadwakalah bi al-ujrah antara Pemberi
Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan pembiayaan
kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil,
dan Penyelenggara sebagai wakil.

Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad
dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-beli, ijarah, musyarakah,
mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, wujrah,
atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu

yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
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7. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau

ujrah) kepada Pemberi Pembiayaan.>

C. Kaidah Maslahah Mursalah

1.

Pengertian Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan
telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang
memiliki arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan
dan menolak pada kerusakan.’* Menurut bahasa aslinya kata maslahah
berasal dari kata salahu,yasluhu, salahan, == oals alsartinya
sesuatu yang baik, patut, danmemiliki manfaat.*> Sedang kata mursalah
artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan
al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalahmerupakan
maslahah di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan
maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas
pengakuannya atau pelarangannya.’’

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi

maslahahmursalah ialah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-

337114
Ibid, 12-14.
*Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran & as-Sunnah (Semarang: Bulan Bintang, 1955),

43.

*Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah
dan Penafsir al-Qur’an, 1973), 219.

*Munawar Kholil, Kembali.., 43.

7 Abdullah Wahab Khallaf, /lmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah
Hukum Islam Cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.
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tujuan syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak
ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.*®
Berdasarkan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika
dilihat darisegi redaksi memang nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat
dari segi isi padahakikatnya terdapat satu kesamaan yang mendasar,
yaitu menetapkan hukum dalamhal-hal yang sama sekali tidak
disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah,dengan pertimbangan
untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusiayang berdasarkan
pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.
2. Landasan Hukum Maslahah Mursalah
Landasan hukum metode mas/ahah mursalah adalah diambil dari
al-Qur’an dan al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-
ayatberikut:
a. QS. Yunus: 57-58

”

IR PP I U A AU T P S FUNPP R L S PP SRR (P
°\’Q&}JMJJLSMJ,JJM‘@N°@}¢5Uuﬂdafye$e\é%su»bm@-ﬂ-}

oA {hprads s A b 1Ak Sllbg ad s A1 Jady OB

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran
dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang
berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang
yang beriman. Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-
Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah
dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan". (QS. Yunus: 58)*.

b. QS. Al-Baqarah: 220

*Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Figih Cet. 9
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

*Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984),
659-660.
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“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah:
Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika
kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu
dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang
mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya
dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya
Allalg Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah:
220)

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam
mengistimbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah
Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang

berbunyi:*

DB el e S e ndl i e Bl e Wi | 4 ) dest WU

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur
Razzagbercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah,
dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat

mazdarat(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat
mazdarat pada orang lain”. (HR . Ibn Majjah)

3. Syarat-syarat Maslahah Mursalah
Maslahah mursalah sebagai metode pencarian hukum yang
mempertimbangkanadanya  kemanfaatan secara  umum  dan
kepentinganyang tidak terbatas serta tidak terikat. Dengan kata lain
maslahah mursalah merupakanmetode yang diputuskan secara bebas

tanpa adanya kepentingan tertentu, namun tetap terikat pada konsep

“Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr,
tt.), 784.
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dasar syari’ah yang ada di Al-qur’an dan hadist Rasulullah. Karena

syari’ah sendiri difungsikan untuk memberikan kemanfaatan kepada

masyarakat secara umum serta mencegah kemazdaratan (kerusakan).
Lebih lanjut, mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah
mursalahdibagi atas tiga bagian sebagai berikut:

a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi
dalamkehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal,
keturunan,dan harta.

b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di
bawahderajatnya a/-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam
kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan
yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam
kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan
kesukaran baginya.

c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap)
yang jikatidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan
kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu
membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.”'

Untuk menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai
salah satu landasan hukum Islam, maka harus dipenuhi dua ketentuan
penting, yaitu yang pertama harus sesuai dengan apa yang terkandung

dalam nash (al-Qur’an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau

*"Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh..., 436.



46

kontekstual. Yang kedua harus mempertimbangkan kebutuhan hukum
manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua hal ini harus
menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum
Islam, karena bila kedua hal tersebut di atas tidak berlaku secara
seimbang, dikhawatirkan dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi
sangat kaku serta terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Sehingga
dalam hal ini perlu adanya syarat dan ketentuan yang benar dalam
menggunakan metode atau kaidah maslahah mursalah dalam
menghukumi sebuah hal.

Adapun syarat maslahah mursalah sebagai salah satu dasar hukum
Islam yang diakui, terdapat beberapa pandangan ulama, diantaranya
adalah sebagai berikut:

a. Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila

memenuhi ketentuan:

1) Kemaslahatan yang ingin dicapai harus sesuai dengan prinsip-
prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari’ yang secara ushul
dan furuhya tidak bertentangan dengan nash.

2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam
bidang-bidang sosial (mu’amalah) di mana dalam bidang ini
menerima terhadap rasionalitas dan selalu berkembang.Berbeda
dengan bidang ibadah yang sifatnya tetap dan telah diatur

seacara jelas dalam nash. Hal ini berbeda dengan hukum dalam
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mu’amalah tidak diatur secara rinci dalam nash sehingga
diperlukan = metode  untuk  menggali  hukum  atas
perkembangannya.

3) Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek
Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode maslahah
sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai
aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial dalam

masyarakat.*”Hal ini sesuai firman Allah:

VAL Z0A Ge cnill 8 e Jan a5

Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu
dalam agama suatu kesempitan”.(QS. Al-Hajj: 78)*

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam

apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan
maslahah yang sifatnya berupa dugaan saja.

2) Berupa maslahah yang bersifat umum untuk semua umat, bukan
untuk kepentingan perorangan saja

3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh
Allah Swt dalam al-Qur’an serta al-Haditsrasul dan ijma’ para
ijma’.**

c. Menurut Al-Ghozali

*Al-Syatibi, A/-I’tishom (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115.
“Departemen Agama RI, A/ Qur’an..., 368.
* Abdullah Wahab Khallaf...., 125.
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Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum
apabila memenuhi ketentuan:

1) Penerapan maslahah mursalah sesuai dengan ketentuan syara’

2) Metode maslahah mursalah tidak bertentangan dengan
ketentuann nash syara’ yakni al-Qur’an dan al-Hadits.

3) Maslahah mursalahialah sebagai tindakan atas permasalahan
yang sifatnyadzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak atas
kepentingan umum masyarakat.*

d. Menurut Jumhur Ulama
Maslahah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum
Islam bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Maslahah tersebut haruslah “maslahah yang sifatnyahaqiqi”
bukan hanya yang berdasarkan prasangka. Maslahah yang
ingin dicapai ialah merupakan kemaslahatan yang nyata. Jika
hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka
adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka metode
pencarian hukumtersebut adalah berdasarkan  wahm
(prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.

2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum,
bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan

atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut

“Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: Walisongo
Press, 2008), 24.
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harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat
menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.

Kemaslahatan  tersebut tidak  bertentangan dengan
kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits
baik secara zdahir ataupun batin. Oleh karena itu tidak dapat
dianggap suatu kemaslahatan, apabila hal tersebut
kontradiktif atau bertentangan dengan nash. Contohnya ialah
seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan
dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian
tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian yang dapat

mendatangkan manfaat.*

Berangkat ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa mas/ahah

mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat

diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat

sebagaimana telah tersebut di atas. Maslahah yang ingin dicapai tersebut

merupakan kemaslahatan yang nyata dan berpengaruh kepada umat yang

tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur’an dan

al-Hadits.

*Ibid, 29-32.



BAB III

PRAKTIK PINJAMAN ONLINEBAGI MITRA AGENT BORROWERPADA
APLIKASI E-MONEY DI PT. KIOSON KOMERSIAL INDONESIA

A. Gambaran Umum

PT. Kioson merupakan penyedia layanan pembayaran keuangan
berbasis kemitraan dan agen perorangan yang membantu masyarakat
Indonesia menikmati layanan digital dan perbankan langsung melalui agen
atau mitra kios/warung di lingkungannya. Kioson Komersial Indonesia Tbk
telah memiliki dua afiliasi anak perusahaan yakni PT. Kioson Fintech
Indonesia dan PT. Narindo Solusi Komunikasi. PT. Kioson juga bekerjasama
dengan PT. Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin emisi utama dan suporting
financial.

PT. Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) sendiri didirikan pada
tanggal 29 Juni 2015 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Agustus
2015. Kantor pusat Kioson Komersial Indonesia Tbk berlokasi di AXA
Tower Lt. 42, Kuningan City, JI. Prof. Dr. Satrio kav. 18 Kuningan, Jakarta
Selatan 12940 — Indonesia.

Pada tanggal 25 September 2017, KIOS memperoleh pernyataan efektif
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum
Perdana Saham KIOS (IPO) kepada masyarakat sebanyak 150.000.000 saham
dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp300,-
per saham disertai dengan Waran Seri I sebanyak 150.000.000 dengan harga

pelaksanaan Rp375,- per saham. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada

50


http://www.britama.com/index.php/tag/kios/
http://www.britama.com/index.php/2017/09/penawaran-umum-perdana-ipo-saham-pt-kioson-komersial-indonesia-tbk/
http://www.britama.com/index.php/2017/09/penawaran-umum-perdana-ipo-saham-pt-kioson-komersial-indonesia-tbk/
http://www.britama.com/index.php/2017/09/penawaran-umum-perdana-ipo-saham-pt-kioson-komersial-indonesia-tbk/
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Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 05 Oktober 2017. Pemegang saham
yang memiliki 5% atau lebih saham Kioson Komersial Indonesia Tbk, yaitu:
PT Artav Mobile Indonesia (53,89%), PT Seluler Makmur Sejahtera (9,62%)
dan PT Sinar Mitra Investama (9,62%).' Berikut adalah susunan Dewan

Komisaris dan Direksi:?

Nama Jabatan
Viperi Limiardi Komisaris Utama
Robi Tan Komisaris
Jasin Halim Komisaris Independen
Doane Cahyadi Presiden Direktur
Adhyka Fajar Gumelar Direktur
Septrinus Morada Komite Audit
Sunendar Komite Audit

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan KIOS
adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa, pembangunan,
percetakan, perindustrian, angkutan, perbengkelan dan pertanian. Saat ini,
kegiatan utama Kioson adalah bidang perdagangan online atau e-commerce,
dimana Kioson merupakan sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan
perangkat lunak dan perangkat keras platform untuk membantu Usaha,
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui sistem kemitraan

yang disebut Kioson Cash Point, dimana dalam melakukan kegiatan

'Budi Maulana, Sejarah dan Profil Singkat Kios (Kioson Komersial Indonesia Tbk) dalam
https://britama.com/index.php/2017/10/sejarah-dan-profil-singkat-kios/, diakses pada tanggal 7
April 2020.

*Fransiskus, Manajemen PT. Kioson Komersial Indonesia Tbk, dalam
https://www.idnfinancials.com/id/KIOS/PT-Kioson-Komersial-Indonesia-Tbk,  diakses pada
tanggal 7 April 2020.
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perekrutan mitra bisnis dan/atau pengumpulan hasil transaksi dari mitra
bisnis Perusahaan bekerjasama dengan pihak ketiga, yang disebut Kioson
Corporate Corespondence.

Kioson Cash Point atau sistem pengajuan kemitraan yang ditawarkan oleh
PT Kioson, dibagi menjadi 3 macam yakni, verified user (pengguna pribadi),
veritied agent (pengguna toko/konter kecil) dan verified agent borrower
(pengguna toko/konter besar atau agent borrower). Verified User merupakan
mitra perorangan, dimana mitra tersebut dapat melakukan transaksi pribadi
melalui aplikasi dengan ketentuan yang sudah ada. Verified agent merupakan
mitra yang mendaftarkan akunnya beserta toko pulsa yang dimiliki, toko
yang dimaksud adalah toko berskala kecil. Sedangkan Verified Agent
Borrower merupakan mitra yang mendaftarkan akunnya beserta toko pulsa
yang dimiliki, toko yang dimaksud ialah toko besar yang tidak hanya
memiliki usaha deposit pulsa tapi juga usaha lain seperti menjual kebutuhan
sembako (toko kelontong). Verified Agent Borrower ini memiliki keuntungan
lebih daripada verified user dan verified agent, yakni dapat mengajukan

pinjaman secara onl/ine kepada PT. Kioson Komersial Indonesia.

. Praktik Pinjaman Online Bagi Mitra Agent Borrower pada Aplikasi E-
Money di PT. Kioson Komersial Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memilki daya
konsumtif tinggi baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan
sekundernya. Sifat komsumtif tersebut semakin dipermudah dengan pilihan-

pilihan layanan pembayaran dan pembiayaan baik tunai maupun non tunai.
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Oleh sebab itu, tidak diherankan jika hal ini membuat layanan pembayaran
dan pembiayaan keuangan menjadi salah satu layanan yang sangat
dibutuhkan dan diminati masyarakat saat ini. Beragam merchant dan
perusahaan besar mulai membuat strategi untuk mempermudah layanan
pembayaran dan pembiayaan terutama yang bersifat non tunai. Seringkali
perusahaan layanan pembayaran dan pembiayaan keuangan ini juga membuat
layanan pinjaman onf/ine dengan beragam bentuk sistem pelunasan.
Umumnya pinjaman yang dilakukan berupa pinjaman tunai berupa uang dan
pinjaman berupa deposit saldo.

Salah satu penyedia jasa pinjaman on/ine yang kini mulai banyak dicari
jalah aplikasi e-money milik PT Kioson Komersial Indonesia.’E-money
adalah merupakan aplikasi yang diluncurkan PT. Kioson untuk memudahkan
para mitra yang telah bergabung melakukan tarnsaksi berupa pembayaran
PPOB, PDAM, BPIJS, pembelian pulsa reguler, pulsa listrik, transfer uang
maupun transaksi keuangan on/ine lainnya.

Terdapat 3 macam pengajuan mitra yang ditawarkan yakni, verified
user (pengguna pribadi), verified agent (pengguna toko/konter kecil) dan
verified agent borrower (pengguna toko/konter besar atau agent borrower).
Verified User merupakan mitra perorangan, dimana mitra tersebut dapat
melakukan transaksi pribadi melalui aplikasi dengan ketentuan yang sudah
ada. Verified agent merupakan mitra yang mendaftarkan akunnya beserta

toko pulsa yang dimiliki, toko yang dimaksud adalah toko berskala kecil.

PT. Kioson Komersial Indonesia, “Tentang Kioson” dalam http:/www.kioson.com/
ruanginvestor/tentangkioson, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.
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Sedangkan Verified Agent Borrower merupakan mitra yang mendaftarkan
akunnya beserta toko pulsa yang dimiliki, toko yang dimaksud ialah toko
besar yang tidak hanya memiliki usaha deposit pulsa tapi juga usaha lain
seperti menjual kebutuhan sembako (toko kelontong).

Untuk menjadi mitra Kioson, persyaratan dan mekanisme yang dilakukan
cukup mudah. Pendaftaran mitra dapat dilakukan secara mandiri melalui
website atau aplikasi yang telah disedikan dan melalui canvasser. Canvasser
merupakan sebutan bagi pekerja Kioson yang bertugas menjelaskan dan
mempromosikan produk layanan pembayaran Kioson. Persyaratan yang harus
disiapkan oleh calon mitra kioson secara umum adalah KTP asli serta foto
fisik toko (apabila ingin mendaftarkan beserta dengan tokonya).

Langkah-langkah mendaftar mitra Kioson secara mandiri adalah sebagai
berikut:

1. Download aplikasi Kioson di Google Playstore

Gambar 3.1 Aplikasi Kioson


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipay.kioson&hl=in
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2. Masuk ke aplikasi Kioson dan Lengkapi data yang diminta (nama, email,

nomor ponsel, dan PIN)

Gambar 3.2 Mekanisme Pendaftaran Mitra Kioson

3. Masukkan OTP yang dikirim ke Nomor Telepon yang didaftarkan

Gambar 3.3 Konfirmasi Kode OTP
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Setelah data calon mitra di atas diterima oleh customer service PT.
Kioson, maka data tersebut akan diverifikasi lebih lanjut kevalidannya
dengan cara survey lapangan dan/atau komunikasi melalui sambungan
telepon. Hal-hal yang ditanyakan oleh customer service kepada calon mitra
biasanya seputar kepemilikan toko, jenis usaha yang dijalankan selain deposit
pulsa dan jarak antara toko/tempat tinggal pemilik toko dengan Bank
Sinarmas. Hal tersebut bertujuan untuk menguji kelayakan calon mitra agar
bisa menjadi verified agent borrower dengan fasilitas pinjaman saldo dan
meminimalisir  kesulitan verified agent borrower untuk melalukan
pengembalian pinjaman. Hasil dari survey yang dilakukan menjadi kunci
pengelompokan calon mitra, yakni apakah akan menjadi verified user,
verified agent ataukah verified agent borrower. Verified user dan veritied
agent tidak dapat mengakses fasilitas pinjaman online layaknya verified
agent borrower. Setelah survey dilakukan dan hasilnya diterima oleh
customer service, calon mitra akan mendapat email konfirmasi yang berisi /D
Downline dan kode OTP untuk mengakses aplikasi yang ada berdasarkan
pembagian mitra yang telah dijelaskan di atas.

Seperti dijelaskan sebelumnya, salah satu keuntungan menjadi mitra
veritied agent borrower dibanding pembagian mitra yang lainadalahdiberikan
fasilitas oleh PT Kioson yang telah bekerjasama dengan Bank Sinarmas
berupa pinjaman saldo senilai Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 14 hari.
Peminjaman tersebut dilakukan secara onl/ine tanpa mengharuskan mitra

datang ke kantor PT. Kioson.
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Cara untuk mengajukan pinjaman cukup dengan mengklik menu
PINJAMAN pada menu aplikasi yang telah disediakan seperti gambar

dibawah ini:

Gambar 3.4 Menu Pinjaman

Setelah melakukan pengajuan, dan disetujui maka Kioson akan mengirim
saldo melalui e-money sejumlah Rp. 990.000 kepada verified agent borrower.
Setelah jangka waktu 14 hari, maka verified agent borrower wajib
mengembalikan pinjaman tersebut melalui jasa Bank Sinarmas yang telah
bekerjasama dengan PT Kioson dengan jumlah Rp. 1.000.000 secara
langsung. Selisih antara jumlah yang diterima dan pengembalian sebesar Rp.
10.000 tersebut dianggap sebagai biaya administrasi. Kemudian apabila

verified agent borrower melewati jangka tempo pembayaran, maka Bank
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Sinarmas akan mengenakan biaya keterlambatan sebesar 0,1% dari pinjaman
setiap harinya. Ketentuan mengenai biaya administrasi dan biaya
keterlambatan tersebut telah disampaikan melalui aplikasi pada  saat
konfirmasi peminjaman dan dianggap dimengerti serta disetujui oleh verified

agent borrower ketika mengklik menu OK .

Gambar 3.5 Konfirmasi Ketentuan Pinjaman

Pelunasan pembayaran pinjaman tersebut dapat dilakukan secara
langsung di Bank Sinarmas terdekat atau melalui M-Banking Sinarmas.

Setelah pelunasan pembayaran pinjaman dilaksanakan, maka verified agent
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borrower dapat melakukan pinjaman ulang dengan cara dan ketentuan yang
sama seperti sebelumnya.

Para verified agent borrower umumnya menggunakan saldo pinjaman
tersebut untuk modal berjualan pulsa atau mencairkannya menjadi uang
melalui fasilitas transfer bank yang kemudian digunakan untuk modal
kulakan/ membeli barang-barang keperluan toko. Aplikasi dan jasa pelayanan
Kioson ini sangat banyak diminati karena prosesnya yang mudah, biaya
administrasi yang ringan serta praktis.

Saya mendapatkan info dari teman sesama pemilik counter mbak, katanya
enak pakai Kioson. Lebih murah adminnya dibanding pakai yang lain. Terus

bisa ngajukan pinjaman juga.’

Salah satu yang menjadi verified agent borrower dan merasakan
manfaat atas pinjaman on/ine yang diberikan adalah Wahyu Duwi Maisyaroh
(40th). Awalnya ia hanya memiliki toko kecil yang menjual snack anak-anak.
Namun dengan semangat dan kerja keras yang dimilikinya, sekarang ia telah
memiliki toko peralatan alat tulis, rokok dan konter pulsa dengan ukuran
yang lebih besar memanfaatkan garasi rumahnya yang tidak terpakai.
Tokonya cukup ramai karena berada di seberang jalan raya dan sekolah
dasar. Setiap hari ia membuka tokonya mulai pukul 07.30- 12.00 dan buka
kembali pukul 16.00-20.00 WIB. Ia mengaku lebih nyaman bekerja di rumah
karena dapat sembari mengurus anak-anaknyadi rumah daripada ia harus
bekerja diluar seperti yang dulu pernah ia lakukan. Ia memutuskan untuk

berhenti dari pekerjaannya kurang lebih 7 tahun yang lalu.. Ia bekerja sendiri

*Muridhun Akbar ( 35), Wawancara, Sidoarjo, 25 Maret 2020.
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tanpa dibantu karyawan, terkadang ia meminta bantuan anak pertamanya
untuk sejenak menjaga toko ketika ia harus sholat atau ke kamar mandi. Bu
Wahyu telah mulai menjadi verified agent borrower Kioson semenjak tahun
2017, namun ia baru mulai aktif melakukan peminjaman sekitar pertengahan
2018 karena mendapat penjelasan bahwa biaya administrasi yang dikenakan
ringan. Ia merasa terbantu karena mendapat modal tambahan sehingga dapat
mengembangkan usaha deposit pulsa dan penjualan kartu perdana provider
miliknya. Ia selalu memisahkan antara keuangan penjualan alat tulis, rokok
dan pulsa atau kartu perdana sehingga ia dapat membayar pinjaman online
yang diberikan kepadanya tepat waktu melalui £-Banking.

Saya merasa sangat terbantu mbak, lumayan modal saya bisa saya putar
untuk keperluan belanja lain seperti kotak pensil, buku tulis atau menambah
Jumlah kulakan rokok. Untuk jualan pulsanya pakai modal yang dipinjamkan

lewat aplikasi Kioson itu mbak.”

Gambar 3.6 Veritied Agent Borrower

*Wahyu Duwi Maisyaroh (40), Wawancara, Sidoarjo, 21 Maret 2020.



61

Berbeda dengan Bu Wahyu, beberapa verified agent borrower
menggunakan pinjaman onl/ine tersebut untuk kebutuhan lain seperti membeli
barang keperluan toko sampai menggunakannya untuk keperluan pribadi.
Salah satunya adalah bapak Noor As’adi. Bapak Noor As’adi (53th)
memanfaatkan pinjaman onl/ine yang diberikan tidak hanya untuk berjualan
pulsa tapi juga untuk membeli kembali barang lain untuk kebutuhan toko
kelontongnya yang sudah habis, seperti beras, minyak, gula ataupun rokok.
Seringkali juga untuk berjualan pulsa ia lebih memilih melakukan pinjaman
top up saldo melalui canvasser yang kemudian dibayarkan pada hari
setelahnya.

Saya buat beli kebutuhan warung mbak, soalnya kebutuhan warung
Jjuga cepat habis. Lumayan bisa putar modalnya. Kadang permintaan pembeli
kan besar, kalo barang habis mau beli lagi, untungnya sedikit kalau mau
kulak ecer, mending kulak yang banyak atau grosiran biar harganya lebih

murah, lah vangnya seringan saya pakai buat itu.’

Gambar 3.7 Verified Agent Borrower

Noor As’adi (53), Wawancara, Sidoarjo, 25 Maret 2020.
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Pinjaman online berupa saldo tersebut memang dapat ditarik tunai
dengan menggunakan menu transfer ke nomer rekening bank. Transaksi
tersebut memang dikenakan biaya administrasi, hanya saja beberapa verified
agent borrower mengaku tidak mempermasalahkan hal itu karena memang
mereka membutuhkan pinjaman tersebut untuk modal membeli kebutuhan
toko mereka. Mereka mengaku sangat terbantu karena mendapatkan modal
tambahan untuk mengembangkan usaha mereka.

Kemudian mengenai selisih pembayaran yang harus dilakukan dengan
jumlah pinjaman saldo yang diterima, beberapa dari verified agent borrower
merasa hal tersebut wajar dan lumrah terjadi sebagai bentuk keuntungan bagi
perusahaan atau untuk biaya administrasi penggajian karyawan. Ada juga
verified agent borrower yang merasa sedikit takut karena dikhawatirkan
menjadi riba yang dilarang dalam hukum Islam. Namun mereka tetap
melakukan pinjaman on/ine tersebut karena membutuhkan perputaran modal
untuk usaha mereka.

Ya kan mungkin untuk menggaji karyawan, pengembangan aplikasi atau
untungnya merekalah. Itu termasuk ringan mbak menurut saya hanya saja
yang disayangkan, jangka waktu pengembaliannya yang terlalu singkat, kalo
bisa sih diperpanjang biar bisa dipake modal lagi.”

Lebih lanjut, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila
verified agent borrower  terlambat melakukan pembayaran pelunasan
pinjaman, verified agent borrower diharuskan membayar biaya

keterlambatan sebesar 0,1% perhari. Sebagai contoh apabila si A terlambat

’Sofiana Rachmawati (35), Wawancara, Sidoarjo, 21 Maret 2020.
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mengembalikan selama 7 hari maka biaya keterlambatan yang harus
dibayarkan adalah Rp. 7.000, dengan perhitungan 0,1: 100 x 1.000.000 x 7.
Sedangkan apabila si A terlambat mengembalikan selama 30 hari maka biaya
keterlambatan yang harus dibayarkan adalah Rp. 30.000, dengan perhitungan
0,1: 100 x 1.000.000 x30. Semakin lama verified agent borrower menunda
pembayaran, maka biaya keterlambatan yang dibebankan juga akan semakin
bertambah sampai dengan dilakukannya pelunasan dan pembayaran sanksi
denda keterlambatan tersebut.

Seperti yang terjadi kepada bapak Iwan Budiono (46th), ia mengenal
pinjaman online Kioson pada tahun 2017 melalui canvasser. Setelah
mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh canvasser, ia memutuskan
untuk mendaftarkan diri sebagai verified agent borrower dengan
menyerahkan data-data yang dibutuhkan. Ia aktif menggunakan pinjaman
tersebut selama kurang lebih 1 tahun, kemudian ia berniat menutup aplikasi
pinjaman tersebut dengan berkonsultasi pada canvasser yang menawarkan
pinjaman online padanya. Canvasser tersebut menyanggupi untuk menutup
akun miliknya. Selang beberapa bulan pak Iwan didatangi oleh petugas dari
Bank Sinarmas yang malakukan penagihan pinjaman beserta denda
keterlambatan berkali-kali. Pak Iwan yang merasa telah melakukan pelunasan
dan penutupan akun Kioson merasa dirugikan dan kemudian melapor pada
canvasser yang lain karena canvasser yang dulu menjelaskan padanya

ternyata telah mengundurkan diri. Setelah dilakukan pengecekan data
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ternyata akun tersebut digunakan oleh orang lain dengan data yang masih
milik pak Iwan.

Ya saya kesal mbak, niat saya sudah gak pinjam-pinjam lagi. Saya lunasi,
saya nyuruh pak Ferdi nutup lah kok sek ditagihi ac. Nagihnya juga gak muk
pisan tapi bolak-balik. Bilangnya juga dendanya sudah banyak pak ini mohon

segera dilunasi. Dilunasi opo wong utang ae gak kok.

Lain halnya dengan pak Iwan yang biaya keterlambatannya menumpuk
karena pengalihan akun tanpa adanya konfirmasi dan perubahan data, Pak
Suwarso (39th) harus membayar pinjaman ditambah dengan biaya
keterlambatan yang cukup besar karena ia kesulitan mengembalikan
pinjaman onl/ine tersebut akibat terpakai untuk keperluan pribadi.

Pinjaman itu sebenarnya membantu mbak, hanya saja kadang namanya
kebutuhan kan ada saja, yang anak sekolah, yang istri sakitlah atau beras
habis. Ya terpaksa kadang saya pakai. Tapi sebagian ya saya gunakan modal

Jjualan pulsa.’

Lebih lanjut apabila terjadi kemacetan pelunasan atau gagal bayar lebih
dari tiga bulan, maka pegawai Bank Sinarmas yang akan melakukan
konfirmasi kepada mitra yang bermasalah tersebut untuk menanyakan alasan
keterlambatan dan meminta untuk segera melunasi pinjaman online yang
dilakukan. Apabila mitra tersebut tidak kunjung melakukan pembayaran
pinjaman juga maka Bank Sinarmas akan meminta canvasser yang
bertanggung jawab pada area tersebut untuk melakukan edukasi dan

penagihan.

*Iwan Budiono (46), Wawancara, Sidoarjo, 21 Maret 2020
*Suwarso ( 39), Wawancara, Sidoarjo, 25 Maret 2020.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN ONLINEBAGI
MITRA AGENT BORROWER PADA APLIKASI E-MONEY DI PT KIOSON
KOMERSIAL INDONESIA

A. Analisis terhadap Pinjaman Online Bagi Mitra Agent Borrower pada Aplikasi
E-Money di PT. Kioson Komersial Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memilki daya
konsumtif tinggi baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan
sekundernya. Sifat komsumtif tersebut semakin dipermudah dengan pilihan-
pilihan layanan pembayaran dan pembiayaan baik tunai maupun non tunai.
Oleh sebab itu, tidak diherankan jika hal ini membuat layanan pembayaran
dan pembiayaan keuangan menjadi salah satu layanan yang sangat
dibutuhkan dan diminati masyarakat saat ini. Seringkali perusahaan layanan
pembayaran dan pembiayaan keuangan ini juga membuat layanan pinjaman
online dengan beragam bentuk sistem pelunasan. Umumnya pinjaman yang
dilakukan berupa pinjaman tunai berupa uang dan pinjaman berupa deposit
saldo yang dapat ditop up secara onl/ine melalui aplikasi.

Salah satu penyedia jasa pinjaman on/ine yang kini mulai banyak dicari
ialah aplikasi e-money milik PT Kioson Komersial Indonesia.' E-money
adalah merupakan aplikasi yang diluncurkan PT. Kioson untuk memudahkan

para mitra yang telah bergabung melakukan transaksi berupa pembayaran

'PT. Kioson Komersial Indonesia, “Tentang Kioson” dalam http://www.kioson.com/
ruanginvestor/tentangkioson, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.
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PPOB, PDAM, BPIJS, pembelian pulsa reguler, pulsa listrik, transfer uang
maupun transaksi keuangan onl/ine lainnya.

Melalui pinjaman saldo yang diberikan, mitra agent borrower dapat
menghemat modal belanjanya agar bisa digunakan untuk keperluan lain.
Selain itu jangka waktu yang diberikanpun juga tidak memberatkan yakni 2
minggu. Biaya administrasi yang dibebankan juga relatif ringan yakni sebesar
Rp. 10.000. Pinjaman yang sangat menguntungkan dan memudahkan. Hanya
saja, apabila peminjam terlambat mengembalikan saldo tersebut dengan
alasan apapun, maka tetap akan dikenakan denda harian dengan besaran
0.1%. Denda tersebut secara nominal memanglah tidak terlalu besar, namun
apabila terus menumpuk, tentunya akan memberatkan penerima pinjaman
untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Sikap bijak yang bertanggung jawab dan disiplin dalam
mengembalikan pinjaman haruslah diterapkan oleh mitra agent borrower
agar tidak terjadi penumpukan denda. Apabila dikelola dengan baik, tentunya
biaya administrasi dan pinjaman yang diberikan akan dengan mudah dapat
dikembalikan tepat waktu. Namun apabila peruntukannya tidak sesuai
dengan tujuan awal peminjaman yakni untuk usaha, maka akan sulit
mengembalikannya terutama bagi mitra agent borrower yang kurang
bertanggungjawab. Selain itu, menimbang dari besarnya pinjaman yang
diberikan dan kecilnya biaya administrasi yang diterapkan, akan sangat
bermanfaat dan meringankan bagi mereka yang benar-benar memmbutuhkan

modal dalam mengembangkan usahanya.
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Sedangkan apabila mitra agent borrower memang benar-benar kesulitan
dalam mengembalikan pinjaman berikut dendanya karena alasan yang
rasional dan bukan karena kesengajaan, hal tersebut haruslah disampaikan
kepada pemberi pinjaman yang dalam hal ini adalah PT Kioson. Dan akan
menjadi sangat baik dan mulia apabila pemberi pinjaman memberikan
pertimbangan dan solusi lain agar didapat jalan tengah yang adil dan tidak
memberatkan kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan
kesulitan pembayaran tersebut. Jalan tengah yang dapat diambil salah
satunya berupa pemanjangan masa pinjam atau pengurangan denda. Hal yang
menjadi perselisihan seharusnya dapat diselesaikan dengan cara
kekeluargaan, karena niat awal yang diusung dalam transaksi ini ialah tolong

menolong.

. Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Online Bagi Mitra Agent

Borrower pada Aplikasi Z-Money di PT. Kioson Komersial Indonesia
Praktik pinjaman onl/ine bagi mitra agent borrower pada aplikasi e-
money di PT Kioson Komersial Indonesia ini merupakan permasalahan yang
belum pernah dikaji menggunakan sudut pandang hukum Islam sebelumnya.
Sehingga menurut penulis, kajian ini akan sangat menarik untuk diteliti
terlebih dengan mengkaitkannya dengan fatwa yang dikaji dan dikeluarkan
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI
merupakan sumber konstruksi hukum transaksi ekonomi syariah masyarakat
di Indonesia yang menjawab permasalahan-permasalahan transaksi ekonomi

masyarakat yang kian hari kian beragam. Fatwa ini menjadi figh penengah
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yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan transaksi ekonomi Islam
dengan tetap berdasar pada Al-qur’an, hadist, /jma serta giyas.

Fatwa yang akan dijadikan dasar analisis ialah fatwa No. 117/DSN-
MUI/IX/2018 yang membahas mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Layanan pembiayaan
berbasis teknologi informasi merupakan layanan pembiayaan yang
memanfaatkan produk teknologi informasi salah satunya aplikasi digital
untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien.

Layanan ini akan mempertemukan atau menghubungkan pemberi
pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad
pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan
internet. Pemberi pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan
bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang
membutuhkan dana. Pemberi pembiayaan dapat memberikan pembiayaan
secara langsung atau mewakilkannya dengan pihak lain melalui akad
kerjasama. Sementara penerima pembiayaan merupakan pihak yang
menggunakan dana yang bersumber dari pemberi pembiayaan.

Dari hasil wawancara, pengamatan lapangan dan analisis yang telah
dilakukan, didapati data bahwa praktik pinjaman on/ine menggunakan
aplikasi e-moneyoleh mitra agent borrower di PT Kioson ini merupakan
layanan pembiayaan berupa pengadaan saldo yang menggunakan gard sebagai

akad utamanya. Mijtra agent borrower membutuhkan saldo sebagai modal
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usaha untuk berjualan pulsa dan transaksi elektronik lainnya. Sedangkan PT

Kioson memberikan layanan pembiayaan pengadaan saldo yang dibutuhkan

tersebut dengan pembayaran bertempo.

Dalam transaksi ini, para pihak telah memenuhi pedoman umum
layanan pembiayaan sesuai dengan fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 sebagai
berikut:?

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak
boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari
riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Dalam transaksi ini
secara umum tidak mengandung unsur gharar dan tadlis karena telah
disebutkan dengan jelas syarat-syarat dan ketentuan apa saja yang harus
disepakati sebelum akad berlangsung, sesuatu yang menjadi objek akad
pun juga bukan yang mengandung maysir sechingga membuat
memabukkan, dan bukanlah transaksi yang menyebabkan dharar ataupun
zhulm karena sifatnya adalah saling membantu dan berdasarkan
kesepakatan yang sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak.
Sedangkan mengenai potensi adanya riba, maka akan dianalisis lebih rinci
dalam pembahasan ma’qud alaih.

2. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip
keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam transaksi ini, tidak ada

ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang melarang praktiknya

*Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2018, 6-9.
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karena memang sifatnya adalah membantu pelaku usaha bukan mencari
keuntungan sebanyak-banyaknya dari transaksi atau akad yang dilakukan.
. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan
pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang
selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad a/-
bai' ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan gard. Akad
pertama yang digunakan ialah akad wakalah antara pemiliki dana dengan
penyelenggara. Yang menjadi pemilik dana sebenarnya ialah Sinarmas
yang menjalin kerjasama pengelolaan dana pembiayaan dengan PT
Kioson selaku penyelenggara atau pengelola aplikasi e-money untuk
membantu para pelaku UMKM yang bergerak dalam usaha jual beli pulsa
dan jasa transaksi elektronik lainnya seperti pembayaran PDAM, PLN,
Internet, Leasing serta transaksi lainnya yang dapat diakses
pembayarannya secara onl/ine. Pembiayaan deposit saldo atau masyarakat
lebih mengenalnya dengan pinjaman saldo ini akan sangat membantu
permodalan mereka dalam memulai usaha. Selanjutnya, PT Kioson akan
memberikan pembiayaan menggunakan dana yang ia kelola kepada mitra
atau penggunaka aplikasi e-money yang telah memenuhi syarat dan
menyetujui ketentuan yang ada.

. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang
dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat
terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku
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5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujraf/rusun) berdasarka prinsip
ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan
Berbasis Teknologi Informasi. Dalam hal ini PT Kioson menerapkan wujrah
atau biaya administrasi pelayanan sebesar Rp. 10.000. Hal ini telah
dimengerti dan disepakati oleh mitra agent borrower selaku penerima
pembiayaan. Biaya administrasi tersebut terpotong secara otomatis ketika
top up berlangsung sehingga saldo yang diterima mitra agent borrower
yang seharusnya berjumlah Rp. 1.000.000, diterima menjadi sebesar Rp.
990.000. Hal ini diperbolehkan karena memang dalam proses administrasi
pembiayaan (pengenalan program, pendaftaran, verifikasi dan survei
kelayakan data) dibutuhkan biaya-biaya yang tidak terelakkan sebagai
bentuk ujrah kepada karyawan.

6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media
elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan
kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak
melanjutkan transaksi. Berdasarkan data wawancara yang didapat dari
beberapa mitra agent borrower, selama ini tidak terdapat masalah yang
terjadi berkaitan dengan perbedaan praktik dan ketentuan awal yang
diperjanjikan. Kedua belah pihak yang berakad memahami benar isi dari
perjanjian yang disepakati dan melaksanakannya dengan baik.

Lebih lanjut, mengingat akad utama yang digunakan dalam pembiayaan
ini ialah akad Qard, maka juga dilakukan analisis menggunakan kajian rukun

dan syarat dalam akad (Qard), dimana hal tersebut sangat erat kaitannya
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dengan hukum kebolehan dalam sebuahtransaksi atau akad. Adapun kaitan

rukun dan syarat akadQard menurut pandangan jumhur ulama dengan

permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

e. Mugrid, yakni orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta
untuk dipinjamkan. Seorang mugriddiharuskan memiliki kecakapan
dalam mengelola hartanya menurut pandangan syariah tanpa adanya
suatu tekanan atau paksaan, dan dalam memberikan pinjaman tersebut
harus dengan kehendaknya sendiri, tanpa adanya pihak lain yang
mengintervensi. Dalam hal ini yang menjadimugrid ialah PT. Kioson
yang merupakan wakil dari Sinarmas untuk mengelola dana yang
dimiliki.

f. Mugtarid, yakni seseorang yang meminjam suatu benda atau harta.
Mugqtarid haruslahseseorang yang telah baligh, berakal sehat dan tidak
dalam keadaanmahjur (seseorang yang menurut hukum syar’i tidak
diperbolehkan mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa sebab).
Jika orang gila atau anak kecil melakukan pinjaman, maka hukumnya
dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat.” Dalam hal ini yang
menjadi mugqtarid adalah mitra agent borrower, yakni mitra PT. Kioson
yang telah mendaftarkan akunnya beserta toko pulsa yang dimiliki, toko
yang dimaksud ialah toko besar yang tidak hanya memiliki usaha deposit
pulsa tapi juga usaha lain seperti menjual kebutuhan sembako (toko

kelontong) pada aplikasi E-Money. Untuk menjadi mitra agent

3Ibid, 53-56.
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borrowerdiperlukan beberapa syarat, yakni syarat kelayakan diri dan
syarat kelayakan usaha. Syarat kelayakan diri salah satunya meliputi
batasan minimal usia. Para mitra agent borrower harus memiliki KTP
untuk melakukan pendaftaran, dimana untuk mendapatkan KTP
seseorang minimal harus berusia 17 tahun sehingga dapat dipastikan
seluruh mitra agent borrower yang dalam ini bertindak sebagai muqtarid
telah memenuhi syarat usia baligh. Sedangkan syarat kelayakan usaha
ialah syarat yang harus dipenuhi terkait standar usaha yang sehat dan
berkembang. Salah satu ciri usaha sehat yang menjadi pertimbangan
besar PT. Kioson adalah aktivitas harian usaha yang selalu berjalan dan
kelancaran dalam pembayaran pinjaman. Dalam hal ini, apabila dikaitkan
dengan syarat kecakapan dalam bertindak, berakal dan tidak mahjur,
maka seluruh mitra agent borrower telah dapat memenuhi syarat
tersebut, hal ini dibuktikan dengan kemampuan mitra agent borrower
untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Seseorang yang tidak
berakal, tidak cakap serta mahjur tidak akan bisa membangun dan
mengembangkan usaha karena keterbatasan yang dimiliki.

g. Ma’qud ‘alaili’, yakni harta yang dipinjamkan berupa uang atau barang
bernilai yang menjadi obyek dalam sebuah akad. Jumhur ulama sepakat
membolehkan harta apapun untuk dijadikan sebagai tanggungan, seperti
uang, biji-bijian tanaman, harta mits/i seperti hewan, serta barang-barang

tidak bergerak seperti tanah dan sebagainya. Harta yang

*Ahmad Wardi Muslih, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah Press, 2010), 278
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dipinjamkantersebut harus jelas ukurannya, baik takaran, timbangan,
bilangan, jugaukuran panjangnya agar memudahkan pengembalian.
Dalam hal ini yang menjadi ma’qud ‘alaih adalah deposit saldo
yang dipinjamkan oleh Sinarmas melalui pengelolaan PT Kioson dengan
besaran Rp. 990.000 yang di fop up dalam aplikasi. Pinjaman berupa
saldo tersebut diharapkan dapat membantu mitra untuk meringankan
modal yang harus di keluarkan di awal. Sehingga modal yang dimilikinya
dapat digunakan untuk modal lain selain jenis usaha yang membutuhkan
saldo sebagai modalnya. Dalam hal ini, ma’qud ‘alaih telah dipotong
biaya administrasi pelayanan, pengembangan dan resiko kerja sebesar
Rp. 10.000, sehingga pinjaman yang seharusnya Rp. 1.000.0000,
otomatis terpotong menjadi Rp. 990.000. Besaran tersebut telah
diketahui dan disepakati oleh mitra agent borrower dan
petugas/canvasser dari PT Kioson. Dalam hal ini mugtarid wajib
mengembanlikan ma’qud alaih sebesar perjanjian awal yakni Rp.
1.000.000. Kemudian apabila mitra agent borrower melewati jangka
tempo pembayaran, maka Sinarmas melalui pengelolaan PT Kioson akan
mengenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% dari pinjaman setiap
harinya. Ketentuan mengenai biaya administrasi dan biaya keterlambatan
tersebut telah disampaikan melalui aplikasi pada saat konfirmasi
peminjaman dan dianggap dimengerti serta disetujui oleh mitra agent

borrower ketika mengklik menu “OK”.
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Berikut adalah contoh skema apabila verified agent borrower
terlambat melakukan pembayaran pelunasan pinjaman, apabila si A
terlambat mengembalikan selama 7 hari maka biaya keterlambatan yang
harus dibayarkan adalah Rp. 7.000, dengan perhitungan 0,1: 100 x
1.000.000 x 7. Sedangkan apabila si A terlambat mengembalikan selama
30 hari maka biaya keterlambatan yang harus dibayarkan adalah Rp.
30.000, dengan perhitungan 0,1: 100 x 1.000.000 x30. Semakin lama
verified agent borrower menunda pembayaran, maka biaya
keterlambatan yang dibebankan juga akan semakin bertambah sampai
dengan dilakukannya pelunasan dan pembayaran sanksi denda
keterlambatan sesuai dengan perhitungan. Petugas administrasi akan
senantiasa mengingatkan untuk membayar pinjaman melalui sambungan
telepon dan/atau mendatangi toko milik verified agent borrower yang
telah didaftarkan secara langsung.

Dalam akad gard yang merupakan akad tabarru, seharusnya
pinjaman yang diberikan haruslah kembali sesuai dengan pinjaman awal
tanpa adanya potongan atau tambahan pengembalian. Hanya saja,
tentunya setiap proses yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam,
terutama dalam sebuah perusahaan, akan melibatkan pekerja untuk
menangani dan melancarkan transaksi tersebut, dimana pekerja serta
kebutuhan administrasi lainnya pasti akan membutuhkan biaya. Oleh
karenanya, adanya biaya administrasi yang besarannya tidak

memberatkan dianggap wajar dan diperbolehkan dengan syarat adanya
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kerelaan antar pihak yang berakad. Dalam fatwa No. 117/DSN-
MUI/IX/2018 pedoman umum pembiayaan poin ke 3, disebutkan bahwa
biaya administrasi boleh dilakukan dan dibebankan kepada penerima
pembiayaan sebagai ganti atas pelayanan yang didapat dengan besaran
sewajarnya. Begitupula dalam fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang
Qard yang menyebutkan bahwasanya biaya administrasi yang timbul
akibat adanya pelayanan dibebankan kepada nasabah.

Sedangkan mengenai adanya denda keterlambatansetiap harinya,
dalam fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang membahas mengenai
Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran dengan dasar
utama surat al Maidah ayat 5 yang berbunyi:

3 5hall 185 5l it

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”

Dan hadist Rasulullah riwayat Nasa’i dan bin Suwaid, Abu Dawud
dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan

Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu
menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

Dijelaskan bahwa sanksi dapat diberikan berupa denda sejumlah
uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad dilakukan dengan tujuan agar penerima pinjaman lebih disiplin

dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi disini merupakan sanksi yang
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dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja, namun bagi mereka yang benar-
benar tidak mampu membayar disebabkan oleh force majaour, maka
tidak diperkenankan dikenakan sanksi yang ditakutkan akan lebih
memberatkannya dalam menyelesaikan tanggung jawabanya.

Berangkat dari ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa denda disini bukanlah riba, melainkan ¢a’zir atau sanksi dimana
dalam penerapannya harus dijalankan sesuai ketentuan yang ada dan
peruntukannya adalah untuk dana sosial. Denda yang diniatkan untuk
mencari keuntungan sehingga mendatangkan kezaliman/kesusahan bagi
peminjam, tidaklah sesuai dengan hukum Islam yang mensyariatkan
adanya pemberian kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan
apabilamugqtarid merasa kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Hal
ini sesuai dengan sabda Rasulullah berikut:

L3S ajh o (o b JB g acle A o (o e ke A () 835 (ol (8
LAl 03 2 g (5 Tis WA 8 A b (Gl 5 ag 8l B o wle
b o B e b el B b Al 55 ¢ el 03 2 WA 08 G
U1 ¢ i 501555 « 0 D 05lis 0 oo e i 8 355 g g ¢ E)
et ke o

Abu Hurairah berkata, : Rasulullah SAW. telah bersabda,

Barang siapa melepaskan dari seoang muslim satu

kesusahan dari kesusahan -keseusahan dunia, niscaya Allah

melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat.

Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang
kesusahan niscaya Allah akan memberi kelonggaran
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baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi
(aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di
dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-
Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya‘. (HR.
Muslim). °

Sedangkan apabila denda tersebut difungsikan dengan tujuan agar
mendisiplinkan mugtaridserta peruntukannya untuk dana sosial,maka
sesuai dengan pendapat ulama madzhab Hambali, mayoritas ulama
madzhab Maliki, sebagian ulama madzhab Hanafi dan sebagian ulama
dari kalangan madzhab Syafi’i yang berpendapat bahwa seorang hakim
boleh menetapkan hukuman atau fa’zir berupa denda kepada mereka
yang lalai akan tanggung jawabnya karena disengaja, maka hukumnya
diperbolehkan. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan
batasan wajar yang tidak memberatkan mugqtarid.

Dalam permasalahan ini, penerapan denda yang dilakukan belum
sepenuhnya mempertimbangkan aspek tersebut. Denda secara umum
dikenakan kepada seluruh peminjam dengan besaran dan syarat yang
sama. Peminjam yang kesulitan dalam mengembalikan pinjaman dan
terkena denda haruslah mengembalikan pinjaman beserta denda yang
terhitung. Denda yang dikenakan memanglah tidak terlalu besar
nominalnya jika dibanding dengan manfaat yang didapat atas
pengelolaan pinjaman tersebut, namun kadangkala adasaja mitra yang

merasa keberatan atas denda yang dikenakan tersebut meskipun ia

mampu membayarnya. Lebih lanjut peruntukan denda tersebut juga

’Abu Husain ibnu al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi al-Nasaburi, Sahih Muslim Juz 11 (Beirut:
Dar al Fikri, t.th), 128
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mengandung unsur gharar. Dalam aturan hukum Islamperuntukan denda
yang diterapkan adalah untuk dana sosial, namun dalam praktik yang
terjadi, denda tersebut masuk dalam keuangan perusahaan yang tidak
diketahui peruntukannya. Sehingga dirasa perlu adanya peninjauan
kembali agar transaksi atau akad tersebut sesuai dengan syariah sehingga
diperbolehkan praktiknya menurut hukum Islam.

h. Sighat (ijab dan gabul), ijab merupakan permulaan penjelasan yang
keluar dari salahseorang yang berakad sebagai gambaran niatnya dalam
mengadakan akad, sedangkan gabul merupakan perkataan yangkeluar
pihak kedua yang berakad, dimana diucapkan setelah 7jab untuk
menerimanya dan menyepakati akad yang dilakukan. Sighat atau
kesepakatan dalam akad bisa dilakukan baik secara lisan, tertulis ataupun
bahasa isyarat yang menunjukkan niat dengan jelas mengenai adanya
kesepakatanijab dan qabul Sighat dinyatakan melalui jjab dan
gabuldengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami para pihak yang berakad
2) Antara jjab dan qabul harus ada kesesuaian
3) Pernyataan ijab dan gabul harus sesuai dengan kehendak masing-
masing tanpa ada paksaan dan tidak boleh ada yang meragukan.’
Di era modern seperti sekarang ini bentuk 7jab dan gabukangat

beragam dan seringkali tidak diucapkan secara langsung,ijab dan gabul

Ahmad Rahman Ghazaly, Figh ..., 54.
"Mohammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada Press, 2002), 104.
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dilakukan dengan sikap mengambil barang dan memberikan uang oleh
pembeli, dan menerima uang serta menyerahkan barang oleh penjual
tanpa adanya ucapan apapunseperti pernyataan sighat pada zaman dulu,
atau juga melalui aplikasi on/ine dengan membaca semua ketentuan yang
ada dan mengklik tanda “proses” atau “oke” sebagai bentuk persetujuan.
Dalam kajianfigh hal ini disebut dengan a/-mu’atah.Dan menurut
pendapat jumhur ulama, figh a/-mu’atah hukumnya dipebolehkan, apabila
hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat di sebuah negeri dan
dimengerti maksudnya oleh kedua belah pihak. Dengan alasan bahwa hal
tersebut dianggap telah menunjukkan unsur kesepakatan dan kerelaan dari
antar pihak. Jumhur ulama meyakini bahwa diantara unsur terpenting
dalam sebuahakad adalah saling ridha dan suka sama suka. Sehingga
sikap mereka tersebut telah dianggap membuktikan jikaijab dan gabuifitu
telah mengandung unsur kerelaan antar pihak.®

Dalam praktik pinjaman online bagi mitra agent borrower pada
aplikasi e-money di PT. Kioson Komersial Indonesia ini juga melakukan
akad pinjam meminjam tidak secara langsung. Akad ini dilakukan secara
online melalui sebuah aplikasi yang dikelola oleh PT. Kioson. Mitra yang
telah memenuhi syarat dan klasifikasi yang ditetapkan oleh PT. Kioson
dapat secara langsung mengakses menu pinjam saldo pada aplikasi,
setelah menyetujui ketentuan yang ada dengan cara mengklik menu

“OKE”, pengajuan pinjaman langsung diproses oleh server yang

*Nasrun Haroen, Figh Muamalat (Jakarta: Gaya Media Pratama Press, 2007), 117.
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kemudian diteruskan kepada tim verifikator. Setelah dianggap memenuhi
segala persyaratan yang ada dan disetujui, maka saldo akan di top up
secara langsung pada aplikasi milik peminjam atau mitra agent borrower
terdaftar. Proses 7jab dan gabul ini sah hukumnya karena telah terjadi
ketersambungan maksud yang sama-sama dimengerti dan disepakati.

Dari uraian analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik
pinjaman online bagi mitra agent borrower pada Aplikasi e-Money di PT.
Kioson Komersial Indonesia ini sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat
akad yang meliputi syarat mugrid, muqtarid, ma’qud ‘alaih dan sighat secara
umum, serta telah sesuai dengan pedoman pembiayaan yang diejelaskan
dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018. Hanya saja, dalam praktiknya
terdapat denda yang belum mempertimbangkan aspek kesusahan dan
keringanan mugqtarid atau penerima pinjaman. Pengembalian pinjaman
beserta dendanya dipukul rata antara satu muqtarid dengan mugqtarid lainnya
kerena mugqrid atau pemberi pinjaman menganggap mugqtarid adalah orang
yang mampu secara sosial dan finansial mengembalikan pinjaman beserta
denda keterlambatannya berdasarkan hasil verifikasi data yang dilakukan
sebelum akad pinjaman disetujui. Mugtaridyang menunda pembayaran
pinjaman, dianggap mengabaikan kewajibannya padahal ia mampu. Selain itu
peruntukan denda juga bukan untuk kebutuhan dana sosial, melainkan masuk
pada keuangan perusahaan. Hal ini dapat dianggap bahwa perusahaan
mendapatkan keuntungan atas keterlambatan pembayaran tersebut yang

membuat transaksi ini menjadi menyalahi aturan dasar Qard yang sifatnya
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tabarru atau tolong menolong. Sehingga menurut penulis, dirasa perlu untuk
dilakukan evaluasi agar dana yang digunakan oleh perusahaan untuk
melakukan pembiayaan ini sesuai praktiknya dengan hukum Islam sehingga
didapat berkah atas transaksinya. Mugrid dapat menarik keuntungan bukan
dengan denda yang diterapkan melainkan pengelolaan aplikasi yang
dijalankan, yakni dengan menambah fitur-fitur pembayaran pada aplikasi dan

menerapkan ujrah atasnya dalam transaksi yang terpisah.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pembahasan mulai dari bab I sampai dengan bab

IV, serta merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapatditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Praktik pinjaman onl/ine bagi mitra agent borrower pada Aplikasi e-
Money di PT. Kioson Komersial Indonesia ini diperuntukkan untuk
membantu mitra dalam mengembangkan usaha penjualan pulsa dan
berbagai pembayaran elektronik yang saat ini mulai berkembang
pesat. Mitra yang mendapat fasilitas pinjaman ini adalah mitra yang
telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan perusahaan. Pinjaman
saldo yang diberikan melalui e-moneyini berjumlah Rp. 990.000. Besaran
tersebut telah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 10.000. Setelah
jangka waktu 14 hari, maka verified agent borrower wajib mengembalikan
pinjaman tersebut melalui jasa Bank Sinarmas yang telah bekerjasama
dengan PT Kioson dengan jumlah Rp. 1.000.000 secara langsung. Bagi
mitra agent borrower melewati jangka tempo pembayaran, maka Bank
Sinarmas akan mengenakan sanksi keterlambatan sebesar 0,1% dari
pinjaman setiap harinya. Ketentuan mengenai biaya administrasi dan
sanksi keterlambatan tersebut telah disampaikan melalui aplikasi pada
saat konfirmasi peminjaman dan dianggap dimengerti serta disetujui oleh

verified agent borrower ketika mengklik menu "OK” .
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2. Praktik pinjaman on/ine bagi mitra agent borrower pada Aplikasi e-
Money di PT. Kioson Komersial Indonesia ini sebenarnya telah
memenuhi rukun dan syarat akad yang meliputi syarat mugrid,
mugqtarid, ma’qud ‘alaih dan sighat secara umum, serta telah sesuai
dengan pedoman pembiayaan yang diejelaskan dalam Fatwa No.
117/DSN-MUI/IX/2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik
pinjaman tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam.Hanya saja,
dalam praktiknya terdapat denda yang belum mempertimbangkan
aspek kesusahan dan keringanan mugtarid. Pengembalian pinjaman
beserta dendanya dipukul rata antara satu mugtarid dengan mugtarid
lainnya padahal pada praktiknya terdapat mugqtarid yang tidak dapat
membayar pinjaman bukan karena tidak mau tetapi karena tidak
mampu. Selain itu peruntukan denda juga mengandung unsur gharar.
Karena peruntukan denda bukan untuk kebutuhan dana sosial sesuai
dengan yang disyariatkan hukum Islam, melainkan masuk pada
keuangan perusahaan yang tidak jelas peruntukannya. Hal ini dapat
dianggap bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan atas
keterlambatan pembayaran tersebut yang membuat penerapan sanksi
denda ini tidak sesuai dengan hukum Islam (menyalahi aturan dasar
Qardyang sifatnya tabarru’atau tolong menolong).

B. Saran
Berangkat dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran

kepada beberapa pihak yang terkait,sebagai berikut:
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Kepada mitra agent borrower agar lebih teliti dan bertanggung jawab
dalam  melakukan = pembiayaan agar tidak memberatkan

pengembaliannya di kemudian hari

. Kepada PT Kioson selaku pemberi pinjaman agar dapat melakukan

peninjauan kembali terhadap praktik penerapan denda sehingga dana
yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembiayaan ini

sesuai praktiknya dengan hukum Islam

. Kepada rekan sejawat yang mengambil penelitian dengan tema serupa

agar lebih banyak menggali informasi terutama dalam literatur kitab

arab dan literatur perundang-undangan agar didapat pisau analisisyang

lebih luas
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